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LAMPIRAN PERATURAN GURERI{UR .]AWA BARAT
NOMOR : 90 IAIIIN 2018

TANGGAL : 20 Do sentsr zojg
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTASI BERBASIS

AKRUAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

SISTEMATIKA AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

KERANGKA KONSEP/TUAL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

DEFINISI

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan

pengertian:

1) Entitas Akuntalsi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran I
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

2l Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan ya-ng terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan

peraturan perundalg-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporal keuangan'

3) Basis akrual ada-lah basis akuntalsi yalg mengakui pengaruh transal<si

darr peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu tedadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar'

4l Basis kas adalah basis akuntalsi yang mengakui pengaruh trarrsaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar'

5) Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pendapatan, belanja darr pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,

uta.ng dan ekuitas dana berbasis akrual.

6) Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas'

7) Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam

menyajikal laporan keuangan.

8) Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena perbandingan mata uang

asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

9) Materia_litas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna

yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari

keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi'

10) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban anta-r fihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi waj ar'
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11) Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akunta-nsi sehingga akan
menj adi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada lapora:n keuangal entitas pelaporan y€rng

bersangkutan.
12) Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
13) Penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada

suatu akun pada saat akan dilaporkan atau disajikal dalam laporan
keualgan pada periode tertentu.

14) Penyajian adalah penempatan atau pengklasifikasian suatu akun pada saat
akan dilaporkan atau disajikan dalam laporan keualgan pada periode
tertentu.

15) Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkal oleh pengguna.

16) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan.

17) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yarrg disusun menurut
klasifrkasi tertentu secala sistematis untuk satu periode.

18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahal daerah yalg dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengal
peraturan daerah.

19) Apropriasi merupakan anggarar yang disetujui DPRD yang merupakan

mandat yang diberikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan

pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

20) Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan

yalrg menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,

surplus/defrsit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan

:rnggar€rn, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode.

2l) I,aporan Peruba-han Saldo Anggaran tebih yang selanjutnya disingkat

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunal
SAL ta-hun pelaporar yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dart

SAL akhir.

22) Neraca adalah laporan keuangal yang menyajikan informasi postsi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada

talggal tertentu.

23) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adaiah lapora-n yang

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan

entitas pelaporarl yang tercermin da-Iam pendapatan-Lo, beban dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya

disandingkan dengan periode sebelumnya.
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Laporan Arus Kas yang selaljutnya disingkat LAK adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai sumber , penggunaan, peruba-han kas dan

setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas

pada talggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalal laporan

yang menyajikal informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari

ekuitas awal, surplus/defrsit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yarrg selanjutnya disingkat CaLK adalah

laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikarr dalam LRA, LPSAL, LO,

LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

merupa-kan gabungan keseluruhan laporan keuangal entitas pelaporan dan

entitas a-kuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangal interim adalah laporal keuangan yang diterbitkan di

antara dua laporan keuangan tahunan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari a-kumulasi

SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian lain yang diperkenankan.

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah seiisih

lebih/kurang anta-ra realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaarr dalam APBD selama satu periode

pelaporan.

Surplus/defrsit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama

satu periode pelaporal, setelah diperhitungkan surplus/defrsit dari kegiatart

non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defrsit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA

dan belanja selama satu periode pelaporan

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka

lapora-n keuangan.

Pos luar biasa ada-lah pendapatal luar biasa atau beban luar biasa yang

terj adi karena kejadial atau transaksi yang bukan merupakal operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin te{adi, dan berada di luar kendali

ataupengaruh entitas bersangkutan.

Rekening Kas Umum Daera-h ada-lah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Gubernur Jawa Barat untuk menalnpung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang ditetaPkan.
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Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana malfaat
ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkal dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dal budaya.

Kas_adalah uang tunai dan saldo simpanal di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signilikaa.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Gubernur Jawa Barat untuk menampung seiuruh penerimaan daera-h dan

membayar seluruh pengeluaran daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkal untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima

pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan

perundang-undangan.

Investasi adalah aset yalg dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampual pemerintah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Aset tetap adala-h aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

72 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.

PenJrusutan adalah alokasi yalg sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkal (depreciable assets) selama masa marfaat aset yang

bersangkutan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifrkasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkal barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Dana Cadangan ada-lah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukal dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi

dalam satu tahun anggaran.
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Kemitraan adalah pe{aljian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama

dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yalg dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yalg

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah

Ekuitas-adalah kekayaal bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajibal pemerintah.

Pendapatan-LRA ada-lah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

Betanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran t€bih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kemba-1i oleh

pemerintah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dal dana

bagi hasil.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas peiaporan untuk melakukan

pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-

undangan.

Pembiayaa-n adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersalgkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defrsit

atau memanfaatkal surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunErn malfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewqiiban.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas

akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenalkan pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan

pengeluaran.
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TUJUAN PEI{YUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini
bertujuan:

1) Sebagai jaminal kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 7 1 Tahun 2O 1O tentang Sta-ndar Akuntansi Pemerintahan
(SAP);

2) Sebagai pedoman perlakuan akuntansi untuk pos-pos yang timbul akibat
transaksi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

3) Sebagai petunjuk pelaksanaan perlakuan akuntansi atas transaksi yang
terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan

4) Mengatur penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

RUANG LINGKUP

Meliputi kebijakan akuntansi bagi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat, selain perusahaan daerah.

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seiuruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporal selama satu periode

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksana-kan kegiatan

operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dal membantu menentukal ketaatannya

terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

2)

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan seca-ra periodik.

Manaiemen

Membantu para pengguna laporal keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jav/a Barat dalam periode pelaporarr

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

atas seluruh aset daII ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan

masyarakat.



3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyaralat

berdasarkan pertimbangal bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahur

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungiawabal Pemerintah Daerah

dalam pengelolaal sumber daya yarrg dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peratural perundang-undalgal.

4l Keseimbalgan Antar generasi (Interqe nerational equitul

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan

Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5)Evaluasi Kineria

Mengevaluasi kine{a Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaal sumber

daya ekonomi yrt g dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang

direncanakan.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaral tanpa perlu

dibuktikan agar kebij akan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1) Asumsi Kemandirian Entitas
Asumsi tersebut berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai entitas

pelaporan dan entitas akuntalsi dianggap sebagai unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak

terjadi kekacauar atar unit pemerintahan dalam laporan keuangan.salah

satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adatah adaaya kewenaagal entitas

untuk menyrrsun anggaran dan melaksanakannya dengal tanggung jawatl

penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya

di luar. neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas

kehilangan atau kerusakan aset da]l sumber daya dimaksud, utang Piutang

yang te{adi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksala tidaknya

program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2l Asumsi Kesinambungan Entitas

. Laporan Keuangal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan

asumsi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan berlanjut

keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi atas

entitas pelaporal dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus

menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan

uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkal dilakukannya analisis dan

pengukuran dalam akuntansi.

1.5
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PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan

pada prinsip-prinsip:

a) Basis Akuntansi
Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disusun

menggunakal basis akrual untuk pendapatan LO, beban, aset, kewajibal, dan

ekuitas pada Neraca dan Laporan Operasional. Sedangkan untuk pendapatan

LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporal Rea-lisasi

Anggaran.
Basis akrual mengakui dan mencatat pos-pos ketika memenuhi definisi dan

kriteria pengakuan yaitu :

l) Pendapatan LO diakui dan dicatat pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi.

2\ Beban diakui dan dicatat pada saat kewajiban yang mengakibatkan

penurun€rn nilai kekayaan bersih telah terpenuhi.

3) Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi atau pada saat kej adial atau kondisi tingkungan berpengaruh

pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4\ Pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat

kas diterima di rekening Kas Daerah.

5) Belanja dal pengeluaran pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas

dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

b) Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar pengeluaral kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar

nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehal.

utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam

pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan, karena nilai perolehal lebih

objektif dan dapat diverifikasi.

c) Prinsip Realisasi
pendapatan LRA dan belalja diakui setelah diotorisasi melalui alggaral darr

telah menambah atau mengurangi kas.

d) Substansi Menggungguli Bentuk Formal

Dalam rangka menyajikan informasi dari transaksi dan peristiwa ekonomi secara

wajar, transaksi dan peristiwa keualgan disajikan sesuai dengal substansi dan

realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi

transaksi atau peristiwa tidak konsisten dengan aspek formalitasnya, maka hal

tersebut diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangarr'

e) PrinsipPeriodisitas

Periode pelaporan keuangan adalah tahunan. Laporal keuangan juga dapat

disusun secara interim triwula.nan atau semester.
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f) Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangal

antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali metode akuntalsi yang baru

memberikan informasi yang lebih baik daripada metode akuntansi yang lama,

maka dapat dilakukan perubahan atas metode akuntansi yang diterapkan'

Pengaruh atas perubahan metode tersebut diungkapkan dalam catatan Atas

Laporan Keuangan.

g) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

pengguna, ya,ng disajikan pada lembar muka laporan keualgan dan Catatal Atas

Laporan Keuangan.

h) Pnnsip Penyajian Wajar

Laporan keuaigan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disajikan secara

waj ar dan patuh pada standar Akuntansi Pemerintahan. Seluruh pos-pos dalam

laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak lebih tinggi dan tidak lebih

rendah.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi yal1g relevan dan andal adalah setiap keadaan yang

tidak memungkinkan tercapainya kondisi idea-l dalam mewujudkan informasi
akuntalsi yarrg relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah

sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal

yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang

relevan dan andal, yaitu:

1) Materialitas

Informasi dipandang materia-l apabila kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalal'an dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi

keputusan pengguna laporal yang dibuat atas dasar informasi dalam

laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2l Pertim an Biava dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan

keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, seharusnya melebihi

dari biaya yang diperlukan untuk pen)rusunan laporan tersebut' Oleh

karena itu, laporan keualgal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
tidak semestinya menyajikan informasi yang malfaatnya lebih kecil

dibandingkan dengan biaya penyrrsunannya. Namun demikian, evaluasi

biaya dan manfaat merupakaa proses pertimbangan yang substansial'

Biaya dimalsud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang

menikmati manfaat.

Keseimban san artar Karal<teristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang

diharapkan dipenuhi oleh laporal keualgan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat.

3)
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MATA UANG PELAPORAN

Mata uang yang digunakan dalam penynsunan laporan keuangan Pemerintah

Provinsi Daerah Jawa Barat adalah mata uang Rupiah (IDR). Transaksi yalg
te{adi dalam mata uang non rupiah (mata uang asing}, didenominasikal ke

dalam mata uang Rupiah pada saat terjadinya.

PENGAKUAN UNSUR PELAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga

akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos

terpengaruh oleh kej adian atau peristiwa terkait.

Pengakual Aset

(1) Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau

dilepas oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jaq/a Barat dan mempunyai nilai

atau biaya yalg dapat diukur dengal andal.

(2lAsetdiakuipadasaatditerimaataudiserahkanhakkepemilikannya
dan/ atau pada saat penguasannya berpindah.

(3) Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daera-h Provinsi Jawa

Barat antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi 
'

pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain' serta

penerimaal pembiayaan, seperti hasil pinjamal.

(4)Asettidakdiakuijikapengeluarantelahterjadidanmarrfaatekonominya
dipandangtidakmungkindiperolehpemerintahsetelahperiodeakuntansi
berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaraa sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakuka-n untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban

tersebut mempunyai nilai penyelesaial yang dapat diukur dengan andal'

Kewajiban diakui pada saat dana pinj aman diterima atau pada saat kewajiban

timbul.

Pengakuan Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas

kekayaanpemerintah,yarrgdiakibatkanolehadanyasurplus/defrsit.Lo,
SiLPA/ SiKPA, serta penutupan sa-ldo Perubahan SAL.

Pengakuan Pendapatan- LRA

PendapatanlRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas

diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau sKPD atau entitas lain diluar

pemerintah daerah atas nama BUD.

pengakual diwujudkan
laporan keuangan Yarrg

d)
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Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

-Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daera.L'

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

anggaran.

Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaal diakui dalam periode tahun alggaran berj alan pada saat kas

dikelua:kan dari kas daerah dan telah dipertanggun$awabkan/di-SPJ kal'

Pengakuan Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau

pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi'

2l Pendapatan-LO yar.rg diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan d.iakui pada saat timbukrya hak untuk menagih pendapatan'

3) Pendapatan-Lo yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang

telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui

pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan'

4l Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah

diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihal'

Pengakuan Beban

Beban dialui pada saat timbulnya kewajiban, terj adinya konsumsi aset' atau

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa'

PENGUKURAN UNSUR PELAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam taporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat.

1) Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat menggunakan nilai perolehal histons'

2|Asetdicatatsebesarpengeluarankasatausebesalnilaiwajardariimbalan
yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut'

3) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari

kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yalg diharapkan akan

dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut'

4\ Pengukural pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah'

Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikar

terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata

ualg RuPiah.

0

c)

h)
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II. KEBIJAKANAKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

2.1 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan pen5 rsunan laporan keuaagan adalah untuk menyajikan informasi yang

bermalfaatbagiparapenggunalaporandalammenilaiakuntabilitasdan
membuat keputusal ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaral'

2l Menyediakan informasi mengenai apalah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengal anggaran yang ditetapkan dan

peraturan Perundang-undan gan.

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yalg

digunakan da-lam kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta

hasil-hasil Yang telah dicaPai.

4l Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa

Barat mendanai seluruh kegiatannya dal mencukupi kebutuhan kasnya'

5)MenyediakaninformasimengenaiposisikeuangandarrkondisiPemerintah
Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik

j angka pendek maupun jangka panjang,termasuk yang berasa-l dari

pungutan Pajak dan Pinjaman.

6) Menyediakan informasi mengenai perubahal posisi keuangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan' sebagai

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan'

Untukmemenuhitujuan-tujuantersebut,laporankeuanganPemerintahDaerah

menyedialan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan' aset'

kewajibal, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Daerah'

2.2 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

meliputi:
1) Laporan Pelaksanaal Anggaran (budgetary reportl yang terdiri atas Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

2\ Laporan linansia-l yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO)'

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (t'AK);

3) Catatan Atas Laporan Keuangan.

l,aporan Arus Kas dan Laporal Perubahan Saldo Anggaran kbih hanya disusun

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah' Laporan keuangal lainnya disusun

oleh seluruh entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat.
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PERIODE PEI-A,PORAN

Periode pelapora-n kerraigan Pernerintatr Daeratr Provinsi Jawa Barat ada]a}I 1

(satu) tahun, yaitu dari I Januari sampai dengan 31 Desember' Laporan

keuangan ta_hunan unaudited diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun

berikutnya.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI-AN

1)LaporankeuarrganPemerinta}rDaerahProvinsiJawaBaratdisajikan
secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas pelaporan'

2l Laporan keuangal konsolidasian mencakup laporan keuangan dari seluruh

entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

termasuk Badan Layanan Umum Daerah, kecuali Perusahaan Daerah '

3) Laporan keualgan konsolidasian disajikan oleh Pej abat Pengelola Keuangan

Daerah untuk periode tahunan dan disajikan secara komparatif dengan

periode sebelumnYa.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1) Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat' yang

menggambarkan Perbandingan

satu periode PelaPoran.

antara angga.ran dan realisasinya dalam

2) Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam LRA adalah pendapatan

LRA, belalja, transfer, dan pembiayaan' Masing-masing unsur didefinisikan

sebagai berikut:

(1) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangtutan yang menjadi hak pemerintah' dan tidak perlu

dibayar kemba-Ii. Pendapatan LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah'

Pendapatan transfer, dal Lainlain Pendapatan Yang Sah'

(2\ Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggarart

bersangkutal yang tidak akal diperoleh pembayararnya kembali oleh

pemerintah. Betanja meliputi Belanja Operasi' Belanja Modal' dan

Bela,nja Tak Terduga.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain' termasuk dala

perimbangan dan dana bagi hasil'

Surplus/ Defi sit-LRA adalah Selisih lebih / kurang antara Pendapatar-

LRA dan Belanja selama satu periode pelaporal'

(3)

(4)
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(5) Pembiayaan adalah setiap penerimaan / pengeluaran yang tidak

berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kemba-1i

darr/ atau akan diterima kembali, baik pada ta-hun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

pengangga.ran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran' Penerimaan pembiayaan

meliputi penerimaan pinjaman, penjualan investasi (divestasi)'

penerimaan kembali pinjaman. Pengeluaral pembiayaan meliputi

pembayaral pokok pinjaman, penyertaan modal, dan pemberian

pinjaman kePada entitas lain.

(6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah Selisih lebih/kurang

rea-lisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan'

Format dasardari sebuah Laporan Realisasi Angga-ran sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

alam Ru iah

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN3IDESEMBER2oXIdaTT2oXo

Realisasi
2Ox0%lRealisasi

2Oxl
Anggaran

2Ox1URAIANNO

1 PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH2

xx xxxxxxxxx3 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
.i

5 PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH
PERIMBANGAN

PUSAT-DANA

xx xxxxxxJumlah PendaPatan Tran
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

sfer
7

8
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAI N IIYA9

xx)rxxx){-x10
Jumlah Pendapatan
Pemerintah Pusat -LainnYa

Transfer

xxxlLxxxxxJumlah PendaPatan Transfer11

l2
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH13

xxxxxxxxx)LxJumlah Lain-lain PendaPatan Yang Sahl1
xx xxxxxxJUMLAH PENDAPATAN15

16

RELANJA17

18 BELANJA OPERASI
)t1( xxxrxxxxx19 Jumlah Belanja OPerasi

20
21 BELANJA MODAL

xxx-xxxxx22 Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA

xxxxxx-xxxxx24 Jumlah Belanja Tak Terduga
xxxxxx)a\xJUMLAH BELANJA25

6 I
I

xxx

23
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27 TRANSFER

Tran s1l/ Kader/Bagi KoupaHa b ten ta

)Lrl-x
Jumlah Transfer /Bagi
Kabupaten/Kota

Hasil

xlLxxxxxxxJUMLAH BELANJA DAN TRANSFE R30
31

xxxxx)LXXxxxSURPLUS/ DEFISIT32
33

PtrMBIAYAAN34
PENERIMAAN PEMBIAYAAN35

xx)LX)(Jumlah Penerimaan PembiaYaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN38
xxxxxxxx39 Jumlah Pengeluaran PembiaYaan

40
xxxxxxxxPEMBIAYAAN NETO41 xxxxxxx-xSISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN42

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo

Anggaran Lebih (awal), Penggunaan Saldo Anggaran Lebih' Sisa Lebih/ Kurang

Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahal Tahun Sebelumnya'

lainlain, darl Saldo Anggaran tebih (al<hir)'

PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEIJBER 2OX1 DAN 2OXO

c) Laporan OPerasional (LO)

Menyajikan informasi mengenai seluruh keglatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkal dalam pendapatan-LO, beban, dal surplus/defrsit

operasional dari suatu entitas

dengan periode sebelumnYa.

URAIANNO

rXXX

XX

XX

XX

X

X

iXXX

XX

X

Saido Anggaran Lebih A,lal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

gubtotal 1'l - 2i

Sisa LebihlKurang Pembiayaan Anggaran (SiLP,\SiKPAi

Subtotal (3 + 4)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain

Saldo An an Lebih Akhir 5+6+7

3

1

6

7

@@

pelaporal yalg penyajiaannya disandingkan

26

rrat

x-xx
36

xxx

29

xxx

Berikut adalahformat dasar Laporan Perubahan SAL
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Pos-pos laporan keuangan yalg disajikan dalam Laporan Operasional meliputi
pendapatan LO, beban, transfer, dan pos lua-r biasa. Masing-masing unsur
dijelaskan sebagai berikut:
(1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun alggaran yang
bersangkutan dan tida-k perlu dibayar kembali.

(2) Bebal adalah penumnan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menumnkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(3) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena
kejadian atau trarrsaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau
pengaruh entitas bersangkutan.

(4) Surplus/defrsit-LO adalah selisih antara pendapatan-Lo dan beban selama
satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
non operasional dan pos luar biasa.

Format dasar dari sebuah Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2OX1 DAN 20XO

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

sebelumnya.

kenaikan atau

dengan tahun

Uraian Tahun 20X1 Tahun 20X0
Kegiatqn Operosional

Pendapatan
Beban

Surplus / delisit dari operasi

Ke giatan N on-Op ero,sional

Surplus/defisit dari kegiataa
operasional

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
Pos Luar Biasa

Surplus/ Defisit-LO

non

xxx
(xxx)

xxx
(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx xxx
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2) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos

berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutal'

koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang artara

Iain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahaa

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi

kesalahan mendasar dari persediaan yang terj adi pada periode-periode

sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap ka-rena revaluasi aset tetap.

Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(1) Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang

merupakan selisitr altara aset darr kewajiban pemerintah'

l2l Surplus/defisit-LO adalah selisih altara pendapatan-LO dan beban

selamasatuperiodepeiaporan,setelahdiperhitungkansurplus/defisit

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

(3) Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah'

3) Format dasar dari Laporan Perubahal Ekuitas:

PEMEzuNTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

NO URAIAN 20x1 20x0
1

2
3

4
5
6
7

8

EKUITAS AWAL
SURPLUS/ DEFISIT - LO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/
KESALAHAN MENDASAR:

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
SELISIH REVALUASI ASST TETAP

LAIN-LAIN
EKUITAS AKHIR

xxx
xxx

xxx
xxx
XXX
xxx

XXX
XXX
XXX
XXX

e) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

meliputi aset, kewajban, dan ekuitas pada tanggal tertentu

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban daIl ekuitas.

Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

xxx
xxx
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(1) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki

oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai akibat dari peristiwa

masa la-ludal dari mana manfaat ekonomi dan/atau socia.l di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa begi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alas al sejarah dan budaya. Aset diklasifrkasikan ke da-lam aset

lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkal segera

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi

criteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

(21 Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajibaa j angka pendek

dan kewajiban ja,ngka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban

yarrg diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewqiiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan

dari tanggal pelaporan diklasifrkasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

(3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

yang merupakan selisih anta-ra aset dan kewajiban.

(41 Format dasar Neraca adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NERACA

PER 31 DESEMBER 2OX1 dan 2OXO
alam Ru

NO 20x1 20x0URAIAN
I ASET
2 ASET LANCAR
3 Jumlah Aset Lancar xxx xxx
4
5 INVESTASI JANGKA PANJANG
6 INVESTASI NONPERMANEN
7 Jumlah Investasi Nonpermanen xx-x
8
9 INVESTASI PERMANEN
10 Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
11 Jumlah I nvestasi Jangka Panianq xxx xxx
r2
13 ASET TETAP
l4 Jumlah Aset Tetap xxx xxx
l5 DANA CADANGAN
16 xxx )LXXJumlah Dana Cadangan
t7
l8 ASET LAINNYA
19 .Iumlah Aset I-ainnva
20 JUMLAH ASET
2t
22 KEWAJIBAN
23 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
24 Jumlah Kewaiiban Jangka Pendek xxx xxx
25

I



I

26 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
27 Jumlah Kewajiban Jangka Paniang xxx xxx
2a JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx

30 EKUITAS
31 Ekuitas
32 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxx xx-x

Laporan Arus Kas (LAK)

l) Menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan
kas selama satu periode akuntansi pada tanggal peiaporan serta saldo kas
pada tanggal pelaporan.

2) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefrnisikan sebagai berikut:
(1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Daerah.
(2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Daerah.

3) Format dasar dari sebuah Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

PEMEzuNTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20Xl darr 20XO

METODE LANGSUNG
(Dalam Ru

NO URAIAN 20x 1 20x0
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 ARUS MASUK KAS
3 Jumlah Arus Masuk Kas xx-\ xxx
4
5 ARUS KELUAR KAS
6 Jumlah Arus Keluar Kas xxx xxx
7 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi xx-x
8 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS
10 Jumlah Arus Masuk Kas xxx
11

\2 ARUS KELUAR KAS
13 xxxJumlah Arus Keluar Kas xxx
14

15
16 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
17 ARUS MASUK KAS
18 Jumlah Arus Masuk Kas xx-x xxx
19
20 ARUS KELUAR KAS
21 Jumlah Arus Keluar Kas
22 ARUS KAS

PENDANAAN
BERSIH DARI AKTTVITAS xxx xxx

23 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
24
25 Jumlah Arus Masuk Kas xxx x)Lx
26
27 ARUS KELUAR KAS
28 Jumlah Arus Keluar Kas

30

2eI

I

I

9

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
INVESTASI

I

ARUS MASUK KAS



31

29 ARUS KAS BERSIH
TRANSITORIS

DARI AKTIVITAS xxx xxx

30 KENAIKAN/ PENURUNAN KAS xxx
31 SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI

BENDAHARA PENGELUARAN
xxx x)Lx

SALDO AKHIR KAS DI BUD DAN KAS DI
BENDAHARA PENGELUARAN

xxx xxx

33 SALDO AKHIR
PENERIMAAN

KAS DI BENDAHARA )LX)( xxx

34 SALDO AKHIR KAS

g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Meliputi penjelasan naratif, rincian dari angka yang tertera dalam laporan

keualgan muka, kebijakal akuntansi yang diterapkan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat, dan informasi iain yang diharuskan dan dianjurkan SAP

untuk diungkapkan. Informasi yarlg diungkapkan dalam CALK meliputi:

1) Informasi umum tentang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

2l Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan da-n ekonomi makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangal selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4l Informasi tentang dasar penyrrsunal iaporan keuangan dan kebijakan

akuntansi yang diterapkan;

5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam laporan

keualgan muka;

6) Informasi yang diharuskari oleh SAP yang belum disajikan dalam laporan

keuargan muka, antara lain mengenai kewaiban kontijensi dan komitmen;

7\ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian waj ar yang belum

disajikan dalam laporan keuangan muka, antara lain mengenai penggaltian

manajemen pemerintahan, penggabungan atau pemekaral, dan kejadian

yang mempunyai dampak sosia-i.

2.6 FORMAT I.APORAN KEUANGAN

a) Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

,o(x



aa

Dalam Ru iah
Realisasi

2Ox0l%t
Realisasi

2Ox1
Anggaran

2OxlNO lIRAIAN

PENDAPATAN1

PENDAPATAN ASLI DAERAH,2

xx xxxxxxxxx3 Penda tan P ak Daerah
I tan Retribusi DaerahPenda

xx xxxxxxPengelolaan Kekayaaan
kan

Hasil
di

Pendapatan
Daerah5

xxxxxxxxLain-lain PAD Sah6
xxxxxxxx7 Jumlah Penda 3s.d6DAsli ahaer

8
9 PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH
PERIMBANGAN

PUSAT-DANA
10

xxxxxx xxxxxDana B akHasil P1l
ra\xxxx )(-xx12 Dana a AlamHasil Sumber Da
xxxxxxxx13 Dana Alokasi Umum
xxxxxx14 Dana Alokasi Khusus
xxx)LXxxxxxxPendapatan Transfer -DanaJumlah

Perim 11 s.d 1415

16
TRAN SFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA17

x-xxxxxDana Otonomi Khusus
xx xxxxxxDana sualan19

)LXXx-x)LXXxxx20
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -l,ainn 18 s.d 19

21,

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH22
xxxxxxPenda tarr Hibah23

xxxxxxxx24 tan Dana DaruratPenda
xxxxrixxx xxx25 Penda tan a

xx xxxxxxxxx26
Jumlah Lainlain Pendapatan yang Sah
23 s.d 25

xxxxxxxx xxx27 JUMLAH PENDAPATAN

28 BELANJA
29 BELANJA OPERASI

xx xxxxxxxxx30 wa1Belan aPe
xxxxxxxxxBelan a Baran3l

xx xxxxxxBu32
xxxtLxxxxSubsidi33

xxx)lx xxx34 Hibah
xx xxxxxx xxx35 Bantuan Sosial

xxxxxxrasr 30 s.d 35Jumlah Belan aO

BELANJA MODAL38
tc\xxxx-xx xxxBelan a Tanah39

xxxx-xBelan a Peralatan dan Mesin40
xxxx-xxx,x41
xxxti\42 si dan JarinBelan a Jalan
xxxxxxxxxxx43 Lainn aBelan a Aset Teta

]iX xxxxxx44 Belan a Aset Lainn
xx xxxxxx45 39 s.d 44Jumlah Belan a Modal

46 BELANJA TAK TERDUGA
xxxxxxxxxxx47 a Tak terdBe
xxxxxxxx.+8 47Jumlah Belan a Tak Terd
)Lxxxxxxxxxx49 37+45+48JUMLAH BELANJA

PEMEzuNTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN3l DESEMBER 2OX1 dAN 2OXO

xxx

xxx

xx

xxxt8

17+l5126l

I

Belania Gedung dan Bangunan | )o<x

xxx
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TRANSFER
TRANSFER/ BAGI HASIL PENDAPATAN KE
KABUPATEN KOTA50

xxxxxxxxxxxHasiI Kotaak ke Kab51
xxx)ax)axx)o(xB Hasil Retribusi ke Kab Kota52

xx xxxxxxxxxJJ tan lainnHasil PendaB
JUMLAH TRANSFER/ BAGI
PENDAPATAN KE KABUPATEN/ KOTA (51

HASIL

s.d 53
54

55 BANTUAN KEUANGANTRANSFER
xxxxxxxxxxx56

Keuangan ke Pemerintah Daerah
Lain a
Bantuan

xxxxxxxxxxx57 Bantuan
)axxxxxxxx58

JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN
KEUANGAN 56s.d 57

59 55+58JUMLAH TRANSFER
x-xxxxxxxx)axJUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

49+5960
xxxxxxxx27 60SURPLUS DEFISIT6l

PEMBIAYAAN
62 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

)<xxxxxxxxxxSisa tebih Perhitungan Anggaran Dae
Tahun Sebelum

rah
a63

xxxxxxxxxxxPencairan Dana Ca64
xxxxxxxx65

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Di isahkan

xxxxxx)Lxxxx66 r1Pin aman Dalam N
xxxxxxxxxxx67 Penerimaan Kembali Piutan

xx xxx)LX)()LXXKembali lnvestasi Non
68

xxx)C\xxxxxxKembali
ertaan Modal

InvestasiPenerimaan
Permanen69

xx xxxxxxxxxrlPin aman Luar N70
xx xxxxxx xxxJanPenerimaan U Pan Lainn a71

xxxx-xxxxxxxJumlah Penerimaan Pembiayaan (63 s.d
72

PENGELUARAN PEMBIAYAAN73
)axxxx)axxPembentukan Dana Cad

xxxxxxxxPenyertaan Modal/lnvestasi
Daerah

Pemerintah
75

xxx)LXxxxxxxaran Pokok UtanPem76
x-xx)LXxxxxxxPemberian Pin aman Daerah77

)Lx xxxxxxx,xxPengeluaran lnvestasi Non Permanen
Lain

xx xxxxx-x79 rlPemb aman Luar Naran Pokok Pin
Utang Jangka PanjangPembayaran

Lainn80

)LX)(xxxxxxJumlah Pengeluaran PembiaYaan (74 s.d
8081

>(-x xxxxxxxllx72-81PtrMBIAYAAN NETOa2
xx-xxxxxxPEMBIAYAAN ANGGARAN

6t+82
SISA LEBIH

83

I

,*l

Penerimaan
Permanen

74

78
xxx



34

b) Contoh Format Laporan Perubahal Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi

Jawa Barat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

alam Ru iah

c) contoh Format Laporan operasional (Lo) Pemerintah Daera-h Provinsi Jawa Barat

PEMEzuNTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN3l DESEMBER 2OX1 dAN 2OXO

Da-lam Ru

2oxo20x1NO URAIAN

xxx

(XXX)

xxx
xxx

XXX

xxx
xxx

(xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxxSaldo Anggaran t ebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiay

Sisa l,ebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/ SiKPA) Subtota.l (s+4)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain

Saldo Anggarar l,ebih Akhir (5+6+7)

ahun Be{alan

Subtotal (1-2)

4

5

6

7

8

I

2

o/oKENAIKAN/
PENURUNAN

20x7 20x0URAIANNO

I KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN2

3 PENDAPATAN ASLI DAERAH
xxxxx xxxPendapatan Paj ak Daerah4
xxxxx5 Pendapata,n Retribusi Daerah

xxxxxx

xxxxxx xxxxx7

xxxxxxxx xxxJumlah Pendapatan Asli Daerah
(4 s.d7)

8

PENDAPATAN TRANSFER

i1
TRANSFER PEMEzuNTAH
DANA PERIMBANGAN

PUSAT.

)c\xxxxT2 Dana Bagi Hasil Pajak
xxxxxxxx xxxDana Bagi Hasil Sumber DaYa Alam13
xxxxxxxx xxxDana Alokasi Umum

xxx xxxxx15

xxx

| )oo( 
I

xxx

I

- I Pendapatan Hasil Pengelolaano 
I Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

IPendapatan Lainlarn PAD Yang Sah

10

I
t4

Dana Alokasi Khusus xx-\ 
I
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16

Jumlah Pendapatan Transfei'
Pemerintah Pusat-Dana
Perirnbangan (12 s.d 15)

xxx xxx xx

18
TRANSFER
LAINNYA

PEMERINTAH PUSAT.

19 Dana Otonomi Khusus xxx xx xxx

Dana penyesuaian xxx xx xxx

2t
Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat -LainnYa (19 s.d
201

xxx XX xxx

22
Jumlah
(16+21],

Pendapatan Transfer xxx xxx x)(.\

23 LAIN.I.AIN PENDAPATAN YANG SAH

24 Pendapatan Hibah xx xxx

25 Pendapatal Dana Darurat xxx xxx xx xxx

26 Pendapatal Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan yalg
Sah (24 s.d 26)

xxx xxx xx

)ax )axx27 xxx

28 JUMLAH PENDAPATAN (8+22+271 xxx xxx xx xxx

29 BEBAN
30 BEBAN OPERASI
31

Beban Baran Jasa xxx xxx x-x

11 xxx xxx xxx
34 Beban Subsidi xxx xxx xxx xx

35 Bebar Hibah xxx xxx
.1r) Beban Baltuan Sosia] xxx xxx xxx xli

x)iBebar Pen sutan xxx xxx xxx
38
39 Beban Lain-1ain xxx xxx xxx t\

40 "** J x)o( xxx t\

41 BEBAN TRANSFER
Beban Transfer B Hasii ak42

43
Beban Transfer Bagr Hasil
Pe tan Lainn

44
Beban Transfer Bantuan Keuangan
ke Pemenntah Daerah Lain a

45 Beban Transfer Bantuan Keuangan
ke Desa

xx>( xxx

xxx

xxx xxx xx

Beban Transfer Ba-ntuan Keuangal
Lain a
Jumlah Bebal Transfer 42 s.d 46

xxx xxx xxx xx

xxx xxx x)i47
xxx xx xx48 JUMLAH BEBAN (40 s.d 47)

49
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI
(28 - 48],

xxx xxx

50
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN

NON OPERASIONAL

51 SURPLUS NON OPERASIONAL
xxx xx52 xxx

x)lx

xxl

Surplus Penjualan Aset Non lancar

xxx

20

I*I
tt

xxx I

xxx I x)o( 
|

fl
I

I

IBeban Pegawai

Beban Bunga

Beban Penyisihar Piutang

Jumlah Beban Operasi (3ls.d 39)

I

46 
I
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xx

63

68

d) contoh Format Laporal Perubahan Ekuitas Pemeiintah Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Da-1am Ru

xx
xx

53
Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan
Operasional Lainnya

Non
I

xxx xxx

xxx xxxxx

Jumlah Surplus Non Operasional (52

s.d 54)
xl<-x xxx xxx

56 DEFISiT NON OPERASIONAL

57 Defrsit Penjualan Aset Non lancar xxx xxx xxx xx

58
Defrsit Penyelesaian
Jangka Panjang

Kewajiban xxx xxx xxx

59
Defisit dari Keglatan
Operasiona-l Lainnya

Non xxx xxx xxx xx

60
Jumlah Defisit Non Operasional (57

s.d 59)
xxx xxx xxx

61

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT
KEGIATAN NON OPERASIONAL
60)

DARI
(ss - xxx xxx xxx

62
SURPLUS/DEPISIT
LUAR BIASA

SEBELUM POS
(49+61)

xxx xxx xxx

POS LUAR BIASA
64 Pendapatan Luar Biasa xxx
65 Jumlah Pendapatal Luar Biasa xxx

66

xxx xxx
xxx xxx )a\

xxx

Jumlah Beban Luar Biasa
JUMLAH POS LUAR BIASA (65 - 67)

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

69 SURPLUS/ DEFISIT- LO (62 + 68) xxx xxx xx

NO URAIAN

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

XXX

XXX

xxx
xxx
xxx
xxx

1

2

3

4

5

6

7

EKUITASAWAL

SURPLUS/DEFISIT-LO

DAMPAK KUMULATIF

KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR:

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

SELISIHREVALUASIASET'IETAPLAIN-

LAIN

EKUITAS AKHIR

PERUBAHAN

IryE

xx
I

Bebal Luar Biasa
67

54



e) Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NERACA

PER 31 DESEMBER 2OXI DAN 2OXO

Uraian

37

(Dalam Rupiah)

ASET

ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaral
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Investasi Jangka Pendek
Bagian l,ancar Piutang Tagihan Penjualan Angssuran
Bagial Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Piutang Sewa
PiutangPaj ak Daerah
PiutangRetribusi Daerah
Piutang Lainnya
PenyisihanPiutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

JumlahAset Lancar

INVESTASIJANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panj ang Nonpermanen
- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- lnvestasi dalam Obligasi
- Investasi dalam Proyek Pembangunan
- Darra Bergulir
- Deposito Lebih dari 12 Bulan
- Investasi Non Permanen LainnYa
Jumlah Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi Jangka Panjang Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Investasi Permanen LainnYa

Jumlahlnvestasi Jangka Panjang Permanen

Jumlahlnvestasi Jangka Panj ang

ASET TETAP
Tanah
Pera,latan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Aset Tetap LainnYa
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

JumlahAset Tetap

DANACADANGAN
DanaCadangal

JumlahDanaCadangan

2oxl 20x0No

I



Bagian Jangka Panjang PiutangTagihan Penjualal Angsuran
Bagian Jaagka Panjang Piutang Tuntutan Galti Rugi
Bagian Jangka Panj alg Piutang Sewa
Kemitraan dengan Prhak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lainlain
JumlahAset LainnYa

ASET LAINI"IYA

JUMLAHASET

38

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Jawa Ba-rat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN3IDESEMBER20XIdaI2oX0
METODE LANGSUNG

(Da,lam Rupiah)

f)

20x020x1No. Uraial

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utalg Bunga
Bagian Lancar Uta,ng Jalgka Panjalg
Pendapatan Diterima Dimuka
Utalg Bela,nj a
Utang Jangka Pendek LainnYa

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panj ang
Utang DalamNegeri
Utang Luar Negeri
Utang Jangka Panj ang LainnYa

Jumlah Kewajiba-n Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJiBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2oxo20x1NO URAIAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI1

ARUS MASUK KAS
xxxxxx3 Penerimaan Paj a-k Daerah
xxx4 Penerimaan Retribusi Daerah

xxx5
Penerimaan Hasil Pengelolaan

Daerah yang Dipisahkan
Kekayaan

xxxxxxSah6
xxx7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Paj ak

xxxxxxPenerimaan Dana
Alam

Bagi Hasil Sumber DaYa
8

I

Penerimaan Lainlain PAD Yang

2
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9 Penerimaan Dala Alokasi Umum xxx xxx
10 Penerimaal Dana Alokasi Khusus xxx xxx
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus xxx xxx

xxx xxx
13 Penerimaan Hibah xxx xxx
t4 Penerimaal Dana Darurat xxx LXX

15 Penerimaal Lainnva xxx xxx
l6 Penerimaal dari Pendapatan Luar Biasa xxx xxx
t7 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 16) xxx
18

ARUS KELUAR KAS
20 Pegawai xxx xxx
27 Pembayaran Barang xxx xxx
22 Pembayaran Bunga xxx xxx
23 Pembayaran Subsidi xxx xxx
24 Pembayaran Hibah xxx

Pembayaran Bantuan Sosial xxx
26 Pembayaran Tak Terduga xxx xxx
27 Pembayaran Bagi Hasil pajak xxx xxx
2a Pembayaral Bagi Hasil Retribusi xxx xxx
29 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatal Lainnya xxx
30 Pembayaran Kejadian Luar Biasa xxx
31 Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d 3O) xxx lxx

32 xxx

JJ
ARUS KAS DAzu AKTIVITAS INVESTASI

34 ARUS MASUK KAS
35 Pencairal Dana Cadangan xxx xxx
36 Penjualan atas Tanah xxx

Penjualal atas Peralatan dan Mesin xxx xxx
38 Penjualan atas Gedung dan Bangunan xxx xxx
39 Penjualal atas jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx
40 Penjualan atas Aset Tetap xxx xxx
4l Penjualan Aset Lainnya xxx

42 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan xxx xxx

43 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permalen xxx xxx
44 Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 43) xxx xxx
45
46 ARUS KELUAR KAS
47 Pembentukan Dana Cadangan xxx

Perolehal Tanah xxx xxx
Perolehan Peralatan dan Mesin xxx xxx

50 Perolehan Gedung dal Bangunan xxx
Perolehan Jalal, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx
Perolehal Aset Tetap lainnya xxx

53 Perolehal Aset Lainnya xxx xxx
54 Penvertaal Moda-1 Pemerinta.h Daerah xxx

Pengeluaran
Permalen

pembelian Investasi Non xxx xxx

Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 55) xxx
57 ARUS KAS BERSIH

INVESTAST (44-56J
DARI AKTIVITAS

t2 Penerimaan Dana Penyesuaian

xxx

I9

xxx

xxx

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 -
31)

xxx

xxx

xxx

xxx
4a
49

51
52

55

56 xxx

I
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58
59 ARUS KAS DARI AKTIVITASPENDANAAN
60 ARUS MASUK KAS
6t Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat xxx )axx

62 Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah
Lainnya

xxx xxx

bJ Pinjaman Dalam Negeri-kmbaga Keuangan
Bank

xxx xxx

64 Pinjaman Dalam Negeri-l,embaga Keuangan
Bukan Bank

xxx xxx

65 Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi xxx xxx
66 Piniaman Dalam Negeri-Lainnya xxx xxx
67 Penjualan Aset Lainnya xxx xxx
68 Penerimaan Kembai

Perusahaan Negara
Pinjaman kepada xxx xxx

69 Penerimaan Kembali
Perusahaan Daerah

Pinj aman kepada xxx xxx

70 Penerimaan Kembali Pinjaman
Pemerintah Daerah Lainnya

kepada xxx xxx

7l Jumlah Arus Masuk Kas (61 s.d 70) xxx xxx
72

ARUS KELUAR KAS
74 Pembayaran Pokok Pinj aman Dalam Negeri-

Pemerintah Pusat
xxx xxx

75 Pembayaran Pokok Pinjaman
Negeri-Pemda Lainnya

Dalam xxx xxx

76 Pembayaran Pokok Pinjaman
Negeri-Lembaga Keu. Bank

Dalam xxx xxx

77 Pembayaran Pokok Pinjaman
Negeri-Lembaga Keu. Bkn Bank

Dalam xxx xxx

78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Obligasi

xxx xxx

79 Pembayaral Pokok Pinj aman Da-lam Negeri-
Lainnya

xxx xxx

80 Pemtrerian
Negara

Pinjaman kepada Perusahaan xxx

81 Pemberian
Daerah

xxx xxx

82 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

xxx xxx

83 Jumlah Arus Keluar Kas (74 s.d 82) xxx xxx
a4 ARUS KAS

PENDANAAN
BERSIH DARI AKTIVITAS

(71-83) xxx xxx

85 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
86 ARUS MASUK KAS
87 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) xxx xxx

Jumlah Arus Masuk Kas (87) xxx xxx
89
90 ARUS KELUAR KAS

91 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) xxx xxx
92 Jumlah Arus Keluar Kas (91) xxx

93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (88-
e2)

xxx xxx

94 Kenaikan/ Penurunan Kas (32+57+84+93) xxx xxx

Pinjaman kepada Perusahaan 
I

88
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95
Saldo awal Kas di BUD da-n Kas di Bendahara
Pengeluaran

xxx xxx

96
Sa,ldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Benda-hara

Pengeluaran (94+95)
xxx

97 Sa]do Akhir Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx

98 SALDO AKHIR KAS (96 + 97) xxx xxx
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III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.Ol

ASET

ISTILAH UMUM

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijaka-n ini dengan

pengertian:

. Metode Biaya adalah suatu metode akuntalsi yang mencatat nilai investasi

berdasarkal harga perolehan.

. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

awal berdasarkan harga perolehan. Nilai tersebut kemudian disesuaikan

dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan

usaha penerima investasi yang terj adi sesuda-h perolehan awal investasi.

. Nilai Historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang

dibayarkan / dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu

untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

. Nilai Nomina-l ada-lah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang

tertera dalam lembar saham dan obligasi.

. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi

da-lam pasar ya-ng aktif antara pihak-pihak yalg independen.

. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewqjiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan tralsaksi wajar.

. Perusahaal Asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai

pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint

ue nture dari investomya.

. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yalg dibayarkan atau nilai

waj ar imbalarr lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat

peroleharr atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dipergunakan.

. Biaya Investasi adalah seluruh biaya yarrg dikeluarkarr oleh entitas investor

dalam perolehar suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya

legal dan pungutan lainnya dari pasar moda1.

. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau malfaat sosia-i, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.
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Masa Ma.nfaat adalah :

(1) Periode suatu aset diharapkaa digunakan untuk altivitas pemerintahan

dan/ atau pelayanaa publik; atau

(2\ Jumlah produksi atau uoit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset

untuk aktivitas pemerintahan.

Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir

masa malfaat suatu aset setelah dikurangr taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan.

Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal r€rncangzrn, teknologi, dan fungsi

atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau membangun jasa konstruksi untuk kepentingan

enititas lain sesuai dengan spesilikasi yang ditetapkan dalam kontrak

konstruksi.

Uang Muka Ke{a adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai

penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi Kerja adalal entitas yang mengadakan kontra-k konstruksi dengan

pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin furrogres s billing) yang belum dibayar hingga

pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran

jumlah tersebut.

Termin (progress billing) ad'alah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang

dilakukan da-lam suatu kontrak baik yang tetah dibayar ataupun yang belum

dibayar oleh pemberi ke{a.

1a KLASIFIKASI

Aset diklasifrkasikan menjadi dua, yaitu :

1) Aset Lancar; dan

2l Aset Nonlancar.

Aset Lancar

Suatu aset diklasifrkasikan sebagai aset lancar jika:

1) diharapkan segera untuk direalisasikal, dipakai, atau dimiliki untuk dijual

dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan; atau

2) berupa kas dan setara kas.

a)
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b)

Aset lancar meliputi:

1) Kas dan setara kas;

2\ Investasi jangka pendek;

3) Piutang;

4\ Persediaan; dan

5) Beban dibayar di muka.

Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset

lalcar. Aset Non Lancar mencakup aset yarrg bersifat jangka paljang dan aset

tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyaral<at umum.

Aset Nonlancar meliputi:

l) Investasi jangka panjang;

2l Aset tetap;

3) Dana cadangan; dan

4l Aset lainnya.

Aset lainnya meliputi:

(1) Tagihan penjualan zrngsuran y.rng jatuh tempo lebih dari dua belas bulan;

(2) Tuntutan ganti kerugian daerah;

(3) Aset ke{a sama dengan pihak ketiga (kemitraan);

(4) Aset tidak berwujud;

(5) Aset lain lain; dan

(6) Kas yang dibatasi penggunaannya.
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IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.O2

KAS DAN SETARA KAS

DEFINISI

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang

siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang

dengan mata uang lainnya.

Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula

menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi rupiah.

XLASIFIKASI

Kas dan Setara Kas terdiri dari:

(1) Kas di kas daerah;

(21 Kas di Bendahara Penerimaan;

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;

(4) Kas di BLUD;

(5) Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;

(6) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga)

bulan; dan

(7) Kas dan Setara Kas LainnYa.

PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh bendahara penerimaan atau

Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai

rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca'

PENILAIAN

Kas dinilai sebesar nilai nominalnya.

PENYAJIAN

Kas dan setara kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar dan di

Laporan Arus Kas.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

berkaitan dengan kas dan setara kas, aatara lain:

4.7

4.3



1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

4.8 STANDARJURNAL
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Kebijakan Akuntansi untuk Kas darr setara Kas;

Jumlah;

Jenis;

Jangka waktu penempatan untuk setara kas;

Bank tempat penyimpanan kas dan setara kas milik Pemerintah Provinsi

Jawa Barat;

Jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh

digunakan oleh entitas dan dijeiaskan dalam CALK; dan

Komponen kas dan setara kas dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos

terkait di Neraca.

Tralsaksi Jurnal
Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat
penerimaal kas
dari pendapatan

Kas di Kas Daerah/ Bendahara
Penerimaal

Pendapatan-LO
xx)a

Pada
penerimaan
dari utang

saat
kas

Kas di Kas
Penerimaan

Utang .. . .

Daerah/Bendahara

xxx

Pada saat
pengeluaran kas
untuk beban

Bebal
Kas di Kas Daerah/ Bendahara
Pengeluaran

xxx

xxx

Pada
pembayaran
utang

saat Utang
Kas di Kas Daerah/
Bendahara Pengeluaran

xxx

xxx

xxx
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KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 03

iNVESTASI JANGKA PENDEK

DEFINISI

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudka:n dalam rangka untuk dimiliki selama 12 [dua belas) bulan atau

kurang.

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI

Karakteristik investasi jangka pendek :

1) Dapat segera di pe{ua1 belikan/ dicairkan; dart

2l Pemanfaatan kas dapat melalui investasi j angka pendek dengal

mempertimbangkal resiko yang renda-h dan jalgka waktu investasi yang

dilakukannya tidak melebihi akhir tahun alggaran, untuk tujual

keamalan dan efektifitas pelaksanaan APBD.

Investasi j angka pendek dapat berupa:

1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/ atau yang

dapat diperpanjang secara otomatis (reuoluing deposits);

2\ Pembelian Surat Utang Negara (SUN);

3) Sertifrkat Bank Indonesia (SBI); dart

4l Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

PENGAKUAN

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jalgka pendek

apabila memenuhi salah satu kriteria :

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa yang a-kan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah daerah; dan

2\ Nilai perolehan atau nilai waj ar investasi dapat diukur secara memadai

(reliablel.

5.4 PENGUKURAN

1) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehal, yaitu jumlah uang

yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut'

Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri,

ditarnbah komisi perantara jual be1i, jasa bank, dal biaya lainnya yang

timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2) Apabila investasi ja,ngka pendek dalam bentuk surat berharga (sallam dan

obligasi jangka pendek) diperoleh tarrpa biaya perolehan maka investasi itu

dinilai berdasarkan nilai waj ar yaitu harga pasar. Apabiia tidak ada ni'lai

wajar, maka investasi dinilai berdasarkal nilai waj a-r aset lain yang

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
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3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek)

diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

PENILAIAN

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan metode biaya. Dengan

menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan'

Penghasilan atas investasi tersebut dia-kui sebesar bagial hasil yang diterima dan

tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang

terkait.

5.6 PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan di neraca pada kelompok aset lancar.

5.7 PENGUNGKAPAN

Hat-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain :

a. Kebijakan akuntansi untuk investasi jarrgka pendek;

b. Jenis-jenisinvestasi;

c. Jangka waktu investasi; dan

d. Jumlah investasi.

5.8 STANDAR JURNAL

Transaksi Jurna]

Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat perolehan Investasi Jangka Pendek

Kas di Kas Daerah

xxx

Pada saat

penerimaan bunga

Kas di Kas Daerah

Pendapatan Bunga-LO

Perubahan SAL

Pendapatan Bunga-LRA

xxx

xxx

Pada saat jatuh

tempo

Kas di Kas Daerah

Investasi jalgka pendek

xxx

)Lxx

Pelepasan investasi Kas di Kas Daerah

Pendapatal Bunga - LO

Investasi Jangka Pendek

Perubahan SAL

Pendapatan Bunga-LRA

xxx

xxx

x)o(

xlo(

xxx

Xxx
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VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 04

PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG

6.1 DEFINISI

piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas

lain termasuk wqjib pqiak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah, yarrg dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagihadala-h taksiran nilai Piutang yang

kemungkinal tidak dapat diterima pembayaralnya dimasa akan datang dari

seseorang dan/atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Kua-litas Piutangada-lah taksiran atas ketertagihan Piutalg yang diukur

berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.

6.2 KLASIFIKASI

Klasifikasi Piutang meliputi :

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbuteya Piutang dibagi

atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

(1) Piutang Pajak;

(21 Piutang Retribusi; dan

(3) Piutang Lain-lain PendapatanAsliDaerah Yang Sah.

2l Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

(1) Pemberian Pinjaman;

(21 Penjualan;

(3) Kemitraan; dan

(4) Pemberianfasilitas.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

(1) Piutang Dana bagi hasil;

(21 Piutang Dana Alokasi Umum;

(3) Piutang Dana Alokasi khusus

(4) Piutang Transfer LainnYa;

(5) Piutang Transfer Antar Daerah; dan

(6) Piutang Kelebihan Transfer.
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4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri

atas:

(1) Piutang yang timbul akibat Ttrntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Piutang yang timbul akibat Tuntutal Ganti Kerugian Daerah terhadap

Bendahara.

t2)

Dalam Bagan Akun Standar, Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang
Pendapatan

Piutang Paj ak Daerah

Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-Iain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimban garl
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Bagian Lancar Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Piutang Jangka
Panj ang

Bagian Lancar Piutang Tuntutar Ganti Rugi
Bagian Lancar Piutang Sewa
Bagian Lancar Piutalg Lainnya

Piutang Lainnya Uang Muka

PENGAKUAN PIUTANG

1) Piutang diakui pada saat:

a) Diterbitkannya Surat Ketetapan;
b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan

penagihan;atau

c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengakuan Piutang berdasarkan klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:
a) Piutang Pajak;

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui saat timbulnya hak yaitu saat
pendaftaran yang diikuti dengan Penetapan Pajak berupa penerbitan
Surat Ketetapan Paj ak Daerah (SKPD).

- Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) diakui pada saat diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diakui
apabila terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SP|PD)
dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tetapi belum
dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan;

- Piutang Pajak Rokok diakui apabila pada akhir tahun anggaran
masih ada hak Provinsi yang belum diterima berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
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b) Piutang Retribusi
Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih
pendapatan retribusi. Piutang Retribusi terjadi apabila timbul hak untuk
menagih pendapatan retribusi, yaitu dengan diterbitkannya Surat
Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
namun belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi sampai
dengan tanggal pelaporan.

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan
dividen tunai kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran.

d) Piutang Lain-iain PAD yang Sah

Diakui sebagai piutang apabila sudah diterbitkan surat ketetapan atau
dokumen lain yang dipersamakan atau surat penagihan dan telah
dilaksanakan penagihannya namun sampai dengan akhir periode
pelaporan belum dilunasi.
Khusus untuk Piutang Lain-iain PAD Yang Sah - Denda Pajak yang
terdiri dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor diakui saat timbulnya hak yaitu saat
pendaftaran yang diikuti dengan Penetapan denda pajak berupa
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

e) Piutang Transfer

(a) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui pada saat terdapat
penetapan Pemerintah Pusat yang menyatakan adanya kurang bayar
dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya
dan pemerintah pusat mengakui sebagai utang.

(b) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Paj ak dan Sumber Daya Alam diakui
pada saat terdapat penetapan Pemerintah Pusat yang menyatakan
adanya kurang bayar dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan
atau peraturan lainnya dan pemerintah pusat mengakui sebagai
utang.

(c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah
telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh
Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlahnya, tetapi Pemerintah
Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang disajikan
oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang beium
diterima oleh Pemerintah Daerah.

f) Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui apabila sampai
dengan akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum diterima'

Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - Hibah dari Pemerintah
Pusat, diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim
pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah
iit.t.pkr., jumlihnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan
pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah
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sebesar jumlah klaim yang belum diterimaoleh Pemerintah

setelah

6.5

PENGUKURAN PIUTANG

Piutang dicatat sebesar nilai rupiah Piutang yang belum dilunasi.

PENILAIAN PIUTANG

Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan,

memperhitungkan penyisihan Piutang tidak tertagih.

Nilai penyisihan Piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan

setiap akhir periode anggaran sesuai tingkat kolektibilitas Piutang.

Penyisihan Piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode

pelaporan.

Perhitungan penyisihan Piutang tidak tertagih menggunakal pendekatan neraca

(balonce sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur Piutang (aging

s chedule par. / atauupaya tagih Pemerintah Daerah kepada Debitur.

a) Kualitas Piutang Daerah

1) Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur Piutang,
dibedakan menurut jenis Piutang, baik dalam menetapkan umur maupun
penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis Piutang sangat
bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung
pada karakteristik Piutang yang bersalgkutan.

2) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri atas:
(1) Paj ak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (sellassessment); dan
(2) P4iak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (offcral assessment), yatt:u:

a) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (sef assessment) dilakukan dengan ketentuan:

( 1) Kualitaslancar, dengan kriteria:
a. Umur Piutang kurang dari I (satu) tahun;
b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

c. Wajib Pajat kooperatif;
d. Wajib Pajak likuid; dan/ atau
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) KualitasKurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur Piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; da-n/ atau
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun;
b. Wajib Pajak tidak kooperatif;
c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

6.4



d. Wajib Pajak mengalami kesulitas likuiditas.
(4) Kua-litas Macet, dengan kriteria:

a. Umur Piutang diatas 5 (lima) tahun;
b. Wajib Pajak tidak ditemukan;
c. Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau
d. Wqjib Pajak mengalami musibah (force majeure).

b) Penggolongan Kualitas Piutang Pajat yang pemungutannya ditetapkan
oleh Kepala Daerah (olitoal assessment) dilakukan dengan ketentuan:
( I)Kualitas Lancar, dengan kriteria:

a. Umur Piutang O (nol) tahun sampai dengan I (satu) tahun; darr

b. Sudah diterbitkan Surat Tagihan;
(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a. Umur Piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga)
tahun; dan

b. Sudah diterbitkan Surat Teguran;
(3)Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

a. Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima)
tahun;

b. Sudah diterbitkan Surat Peringatan;
(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

a. Umur Piutang diatas 5 (lima) tahun;
c) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, jika umur Piutang O (nol) bulan sampai dengan 1

(satu) bulan;
(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur Piutang 1 (satu) bulan sampai

dengan 3 (tiga) bulan;
(3) Kualitas Diragukan, jika umur Piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan

12 (duabelas) bulan; dan
(4) Kualitas Macet, jika umur Piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan.

d) Penggolongan Kualitas Piutang Piutang Dinas Permukirnan dan
Perumahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ada-lah:

(1) Kategori Lancar : Jika umur Piutang 0-3 (nol-tiga)bu1an;

(2) Kategori Kurang Lancar : Jika umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan
s/d 6 (enam) bulan:

(3) Kategori Diragukan : Jika umur Piutang lebih dari 6 (enam) bulan
s/d 12 (duabelas) bulan; dan

(4) Kategori Macet : Jika umur Piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan.

e) Penggolongan Kualitas Piutarg TP-TGR adalah:
(1) Kategori l,ancar Jika Umur Piutang 0-6 (no1-enam)bulan;

(2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari 6 (enam)
bulan s/d 12 (duabelas) bulan;

(3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang tebih dari 12 (duabelas)
bulan s/d 24 (&ta puluh empat) bulaa; da-n

(4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 24 (du.a puluh empat)
bulan.

f) Penggolongan Kualitas Piutang Tagihan Penjualan Angsuran ada,lah:

(1) Kategori Lalcar Jika Umur Piutang 0-5 (nol-lima) tahun;
(2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang l,€bih dari 5 (lima) tahun

s/d 7 (tujuh) tahun;
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(3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang Lebih dari 7 (tujuh) tahun
s/d 9 (sembilarr) tahun; dan

(4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 9 tahun.

g) Penggolongan Kualitas Piutang Sewa adalah:

(1) Kategori Lalcar Jika Umur Piutalg 0-1 (nol-satu) tahun;
(2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari I (satu)

tahun s/d 3 (tiga) tahun;
(3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang Lebih dari 3 (tiga) tahun s/d

5 (lima) tahun; dan
(4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

i) Penggolongan Kualitas Piutang BLUD adalah:
(1) Kategori Lalcar Jika Umur Piutang O-3 (nol-tiga) bulan;
(2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari 3 (tiga) bulan

s/d 6 (enam) bulan;
(3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang L€bih dari 6 (enam) bulan

s/d 12 (duabelas) bulan;
(4) Kategori Macet Jika Umur Piutalg lebih dari 12 (duabelas) bular.

j) Piutang yang memiliki tingkat kolektibilitas tinggi atau pembayarannya
dilakukan secara periodik dan nilainya dapat diprediksi dengan cara
dipotong dari pendapatan resmi oleh pihak yang berwenang, maka Lidak
dilakukan penyisihan piutarrg, contoh Piutang kelebihal pembayaran
gaji pegawai yang penatausahaanya dilaksanakan oleh PT. Taspen.

k) Penggolongan Kualitas Piutang selain yang disebutkan diatas dilakukar
dengan ketentuan:
(1) Kualitas Lancar, apabila umur Piutang 0 (nol)s/d 1 (satu) tahun;
(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur Piutang lebih dari 1 (satu)

tahun s/d 3 (tiga) tahun;
(3) Kualitas Diragukan, apabila umur Piutalg lebih dari 3 (tiga) tahun

s/d 5 (Iima) tahun; dan
(4) Kualitas Macet, apabila umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk semua jenis Piutang, ditetapkan

sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b) 1O% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar

setelah dikurangi dengan nilai agr:nan atau nilai barang sitaan (jika

ada);

c) 5O% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai batang sitaan fiika

ada);

d) 1OO7o (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai baralg sitaan fiika ada).

e) Agunal atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya

diperhitungkan sama dengan sisa Piutang;
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fl Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang

yang kualitasnya menurLln, dilakukan dengan mengabaikan

persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang

sebelumnya.

Contoh format perhitungan penyisihan Piutalg tidak tertagih

No Uraian

Umur Piutang

Jumlah0 s/d
tahun

1 Lebih dari 1

s/d 3 tahun
l,ebih dari
3s/d5
tahun

Lebih dari
5 tahun

1 Piutang pajal< 100.000.000 80.ooo.ooo 50.ooo.ooo 40.ooo.000 270.000.00

% Penyisihan o,50/. 10.1, 50.,/. 100%

Penyisihan
Piutang tidak
tertagih

500.000 8.000.000 25.000.000 40.o00.000 73.500.000

c) Penghapusan Piutang

1) Piutang Daerah dapat dihapuskan seca-ra bersyarat atau mutlak dari

pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang

cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang

Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak

tagih Daerah.

3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih

Daerah.

4) Piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secala ekstracomptabel.

PEI.IYAJIAN

1) Penyajian Piutang disajikan di neraca pada kelompok aset lancar.

2l Piutangdisajikan secara wajzr sesuai dengan nilai Piutang yang dapat ditagih

(net re alizable ualuel.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yangdiungkapkan dalam Laporan Keuangal Pemerintah Daerah

berkaitan dengan Piutang, antara lain :

1) Kebijkan Akuntansi untuk Piutang dan Penyisihan Piutang;

2l Jumlah Piutang;

3) Jenis Piutang;

4l Pihak Debitur;

5) Rincian Umur Piutang;

6) Persentase Penyisihan PiutangTidak Tertagih; dan

7l Jumlah Penyisihan PiutangTidak Tertagih.

55
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6.8 STANDARJURNAL

Transaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat perolehan Piutang ....

Pendapatan-LO

xxx

xxx

Pada akhir periode

pelaporan

Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

xxx

xxx

Pada saat penerimaan

pelunasan

Kas di Kas Daerah / Bendahara Penerimaan

Piutang ....

xxx

x)Lx

Pada saat

penghapusan Piutang

Penyisihan Piutang

Piutang ...

xxx

xxx
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VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 05

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

UMUM

. Klasifrkasi Beban dibayar di muka antara lain pembayaran premi asuransi dan

sewa guna (leasing).

. Pengakuan Beban dibayar di muka diakui pada saat pengeluaran kas untuk

mendapatkan jasa di masa depan.
. Pengukuran Beban dibayar di muka dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan

untuk mendapatkan jasa di masa depa-n.

. Penilaian Beban dibayar dimuka disajikal sebesar nilai jasa yang masih harus

diterima.
. Penyajian Beban dibayar di muka disajikan pada neraca dalam kelompok aset

lancar.
. Pengungkapan adalah hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporal

keualgan pemerintah daerah berkaitan dengan beban dibayar di muka, antara

lain :

1) Kebijakan Akuntansi untuk beban dibayar dimuka;

2l Jumlah beban dibayar di muka; dan

3) Jenis beban dibayar di muka.
. Pengakuan Beban dihitung per bulan dengan Cut OffTanggal 15.

7.2 STANDAR JURNAL

Transaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat

pengeluara,n

belanja/beban

Beban........

Bendahara

xxx

xxli

Pada

periode

akhir Beban dibayar dimuka

Beban

xxx

xxx

Kas di

Pengeluaran / RK-PPKD
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VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.O6

PERSEDIAAN

DEFINISI

Persediaal adalah aset lalcar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan baralg-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka

pelayana,n kepada masyarakat.

Persediaaa mempakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatart

operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis

kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan

barang bekas pakai seperti komponen bekas;

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses

produksi, misalnya bahan baku pembuatal alat-alat pertanian, bahan baku

pembuatan benih;

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyaralat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah

jadi, benih yang belum cukup umur; atau

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya

PENGAKUAN

Persediaan diakui dengan ketentuar sebagai berikut:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya

berpindah.

Contoh peristiwa pada pengakuan potensi maafaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang

dapatdiukurdenganandal antara lain berupa lahirnya anak hewan atau

tumbuhnya tunas tumbuhan.

Contoh peristiwa pengakuan pada saatditerima atau hak kepemilikannya

dan/atau kepenguasaannya berpindah antara lain berupa pembelial,

pertukaran, dan hibah.
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Dokumen penanda persediaan adaiah sebagai berikut:

Selisih persediaan dapat terjadi karena perbedaan antara catatan persediaan

menurut pengums barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi

dengan hasil stockopname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena

persediaan hilang, usang, kada-luarsa, atau rusak. Perlakuannya adalah:

a. Jika selisihpersediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal,

ma-ka selisih persediaal ini diperlakukan sebagai beban operasional.

b. Jika selisihpersediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang

abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukal sebagai beba.n non

operasional.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENCATATAN

Persediaan dicatat dengan metoda perpetual. Metoda perpetual adalah metoda

yang selalu mencatat setiap terj adi perubahan pada persediaal.

PENGUKURAN

Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengalgkutan, biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa

mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yarg

dia.lokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar piha-k yalg mema-hami dan berkeinginal melal<ukal

transaksi wajar (arm length transactionl.

No Dokumen

1 Pembelian Nota atau faktur pembelian

2 Proses produksi Berita

Terima

Acara Produksi/Serah

3 Hibah Berita Acara Serah Terima

4 Pertukaran Berita Acara Serah Terima

Transformasi Biologis Berita Acara Penilaian

Sebab Pengakuan

5
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d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan

menggunakan nilai wajar.

Nilai wqjar ada-lah nilai tukar aset atau penyelesaian kew{iban antar pihak yang

memahami dan berkeingina.n untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar

ditetapkan oleh tim penilai melalui Berita Acara Penilaia;r.

Pada Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan darr Peternakan dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,

persediaa-n termasuk bahan pakai habis darr bahan logistik (Bahan Makanan,

perlengkapan dll) yang bersumber dari Dana APBD. Sedangkan persediaan

Bahan l,ogistik yang bersumber dari Dana APBN, sesuai dengan Berita Acara

Serah Terima. Apabila diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat maka diakui sebagai persediaan, n€rmun apabila hanya bersifat titipar

maka tidak diakui sebagai persediaan di Neraca, tetapi diungkapkal pada

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Stock opname persediaan dilakukan untuk barang yang ada digudang. Apabila

sudah dilimpahkan ke pemakai al<hir lend user) maka tidak dihitung sebagar

persediaan.

Untuk OPD yalg melakukan pelayanan pasien (Rumah sakit, Balai pengobatan

dan sejenisnya) maka persediaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan-bahan

laboratorium yang masih berada dipoliklinik atau apotek dihitung sebagai

persediaan.

Barang persediaan yang diperoleh dari kegiatan administrasi perkantoran, alat

kebersihan, a-lat listrik dan barang lainnya yang bersifat penyediaan apabila per

31 Desember masih ada saldo, maka dicatat sebagai persediaan sedangkan

barang persediaan yang diperoleh dari kegiatan dari masing-masing unit kerja

(Bagian/Bidang) tidak dicatat sebagai persediaan namun mutasinya dilaporkan.

Untuk OPD yang memiliki Balai/UP|D/Cabang Dinas maka barang/bahan yang

bersifat penyediaan dan disimpan di Gudang Ba-lai/UP|D/Cabang Dinas dihitung

sebagai Persediaan.

Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Dinas Kehutanan dan Rumah Sakit persediaan barang kuasi dihitung sebelum

barang kuasi berada di end user.

PENILAIAN

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau
First In First Out (FIFO).

PENYAJIAN8.6

Persediaan disajikan pada neraca da-lam kelompok aset lancar
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8.7 PERSEDIAANBIOLOGIS

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti

hewan dan tumbuharr.

8.7.1PENGAKUAN

Persediaan biologis diakui dengan ketentuan sebagai berikut:

a. padasaat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah

daera-h dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengal
andal (contohnya adalah saat terjadi transformasi biologis); atau

b. pada saat diterirna atau hak kepemilikannya dan/ atau

kepenguasaannya berpindah (contohnya adalah pembelial).

8.7.2 PENGUKURAN

Pada saat perolehal pertama kali, aset biologis diukur dengan:

a. Ha.rga perolehan, atau

b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur

sebesa-r nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi

tersebut diukur sebesar nilai wajar.

8.8

Persediaan biologis diulmr setiap athir perioda akuntansi berdasarkal

nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis atan diakui

sebagai:

a. Pendapatal non operasional, jika terjadi penambahal nilai waj ar; dan

b. Beban non operasional, jika te{adi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaal meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan

transaksi wajar (ann lengtlT transaction).

PENGUNGKAPAN

Informasi yang ha-rus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntalsi yang digunakan dalam pengakual, pengukuran, dan

penilaian persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti baralg dan perlengkapan yang

digunakan dalam pelayanal masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual

atau diserahkan kepada masyaratat, dan barang yalg masih dalam proses

produksi ya-rrg dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat atau persediaan yang diperoleh dari sumber dana lainnya;

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan da,lam kondisi rusak atau usang;

d. Penjelasal kenaikan atau penurunan nilai wajar dari persediaan biologis.
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8.9 STANDAR JURNAL

Trar-rsaksi Jurnal
Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat perolehan Beban Persediaan
Kas di bendahara
pengeluaran/ RK-
PPKD

xxx

xxx

Pada saat penJrusunan
laporan keualgan
furnal penyesuaian)

Persediaal
Beba,n persediaan

xxx
xxx

Pada saat penjualarr Kas di Bendahara
Penerimaan
/Piutang...

Persediaan

xxx
xxx

Pada saat penyerahan
kepada masyarakat

Beban Hibah
Persediaan

xxx
xxx

Pada saat penghapusan
persediaan

Beban Persediaan
Persediaan

xxx

I
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IX KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 07

iNVESTASI JANGKA PANJANG

9.1 DEFINISI

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dirna-ksudkan untuk dimiliki

selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

9.2 KLASIFIKASI

Investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1) Investasi nonpennurnen merupakan investasi jangka panjang yang tidak

termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki

secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpennanen terdiri dari:

(1) Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;

l2l Investasi dalam Obiigasi;

(3) Investasi dalam Proyek Pembangunan;

(41 Dana Bergulir;

(5) Deposito t ebih dari 12 Bulan; dan

(6) investasinonpernzrnenlainnya.

2l Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yalrg

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permarten

terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan

negara.

9.3 PENGAKUAN

Pengeluaran Kas dan/ atau aset, Penerimaan hibah da-lam bentuk investasi dan

perubahan Piutang menjadi investasi diakui sebagai investasi.

Investasi jangka panjang diakui :

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan anda1.

2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya

berpindah.

PENGUKURAN

a) Investasi nonperrnanen dicatat sebesar:

1) Dalam bentuk obligasi jangka panjarlg diukur sebesar nilai perolehannya;

2l Dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan

segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikal;

9.4
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3) Dalam bentuk penanam.rn modal di proyek - proyek pembangunan

pemerintah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yalg dikeluarkan da.lam

rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak

ketiga;

4l Apabila investasi j angka panjang diperoleh dari pertukaran aset

pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah

sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga

perolehannya tidak ada.

5) Dana Bergulir dicatat sebesar Nilai perolehal.Penya-luran Investasi

Nonpermanen-Dana Bergulir dapat dilakukan melalui lembaga keuangan

bank (LKB), lembaga keuangan bukal balk (LKBB), koperasi, modal

ventura dan lain-lain. l,embaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai

executing agencg atau chanelling agencA. Jika berfungsi sebagai exeanting

agencg, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dalr

menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali

dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana

bergulir. Jika berfungsi sebagai chanelling agencA, lembaga tersebut

harrya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan

tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dala bergulir.

b) Investasi pernanen dicatat sebesar:

1) Dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka panjang)

diukur sebesar biaya perolehar. Apabila biaya perolehan tidak diketahui

ma-ka diukur sebesar nilai wajarnya. Apabila tidak ada nilai wqiar maka

diukur sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai

wqiar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;

2l Dalam bentuk non sa.ham (deposito jangka pa-njang) diukur sebesar nilai

nominal deposito tersebut.

PENILAIAN

Penilaian invetasi jangka panjang dibagi dua, yaitu :

1) Investasi nonperrnarlen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan.

2l Penilaian investasi pernanen dilakukan dengan menggunakan dua metode,

yaitu :

(1) Kepemilikan kurang dari 2Oo/o menggunalan Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian

hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usaha/badan hukum yang terkait.
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(21 Kepemilikan 2oo/o salripai 507o, atau kepemilikan kura-ng dari 2Oo/o

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari

5070 menggunakan metode ekuitas.

Dengal menggunalan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi

awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar

bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian

laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah

akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap

nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikart

investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat

pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

PEIVYAJTAN

1) Investasi jangka panjang (permanen dan nonpermanen) disajikan pada neraca

dalam kelompok aset non lancar.

2) Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir dinilai menggunakan metode nilai

bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan

diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir.

Penyisihan dana bergulir bukaa merupakan penghapusaa dala bergulir.

PENYISIHAN DANA BERGULIR

1) Kriteria kualitas dana bergulir

a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan
sekuralg-kurangnya:
1) Jatuh tempo dana bergulir; dan / atau
2l Upaya penagihan.

b. Menetapkan kua-litas dana bergulir dalarn 4 (empat) golongan yaitu:
I ) Kualitas lancar;
2) Kualitas kurang lancar;
3) Kualitas diragukan; dan
4) Kualitas macet.

c. Penggolongal kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
1) Darra bergulir dengan kelola sendiri:

a) Kualitas lancar dapat ditentukan denan kriteria:
(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/ atau
(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
(3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau
(4) Penerima dana kooperatif.

b) Kuaitas kurang lancar, dapat ditenukan dengal kriteria:
(1) Umur dana bbrgulir diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun;

dan/atau
(2) Penerima dana dala jangka waktu 1 bulan terhitung sejak

tangggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
pelunasan; dan/ atau

(3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
daan/atau

(4) Penerima dana menyetujui sebrgran hasil pemeriksaaan.
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c) Kualitas diragukan, dapat ditentukaa dengal kriteria:
(1) Umur dana bergulir diatas 3 sampai dengal 5 tahun;

dan/ atau
(2) Pemerima dalam j angka 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
(4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) Kua-litas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1) Umur dana bergulir diatas 5 tahun; dan/ atau
(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 buian terhitung sejak

tanggal Surat Penagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
dan / atau

(3) Penerima dana tidak ditemukan; dan / atau
(4) Penerima dala mengalami kesulitan bangkrut dan/ atau

meninggal dunia; dan/ atau
(5) Penerima dana mengalami musibah (force majeurel.

2\ Dana bergulir dengal exeanting ogencA:
a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengaa kriteria:

(1) Lembaga Keuangan Bank (LBK). Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain
menyetorkan pengambalian dana bergulir sesuai dengan
pedanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau

(2) Masih tenggang waktu jatuh tempo.
b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembbaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB),koperasi, modal ventura dan lain-lain da-Iam
jalgka waltu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak
melakukan pelunasan; dan/ atau

(2) Lembaga Keuangan Bank (LKB), kmbaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB), Koperasi, modal ventura dan lainlain pengelola
dana bergulir tidak ditemukan; dan/atau

(3) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain pengelola
dana bergulir bangkrut; dan/ atau

(4) Lembaga Keuangan Bank (LKB), tembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain{ain pengelola
dana bergulir bangkrut pengelola dana bergulir mengalami
musibah (force majeure).

3) Dana bergulir dengan chanelling agencA:
a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun: dan/ atau
(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kua-litas kurang lancar, dapat ditentukan dengal kriteria:
(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun;

dan / atau
(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waltu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum
melakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukal, dapat ditentukan dengan kriteria:
(t) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5

tahun; dan/ atau
(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tarrggal Surat Tagihan Kedua belum
melakukan pelunasan.
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d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(1) Umur dana bergulir diatas 5 tahun; dan/atau
(21 Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Penagihan Ketiga belum
melakukan pelunasan; dan/ atau

(3) Penerima dana bergulir tidak ditemukaa; dan/atau
(41 Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia;

dan/ atau
(5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

2) Penentuan besaram penyisihan dana bergulir
Besaran peyisihan darra bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun
(periode pelaporan) ditentukan:

a. Kua-litas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari dana
bergulir dengaa kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesat 10% (sepuluh perseratus) dari dana
bergulir dengan kualitas kurarrg larrcar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 5O% (lima puluh perseratus) dari dana
bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikuralgi dengan nilai
agunan atau nilai baralg sitaan (fika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 1007o (seratus perseratus) dari dana bergulir
dengal kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan fiika ada).

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain :

1) Kebijakan akuntansi investasi jangka panjang;

2l Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;

3) Penurunan nilai investasi jangka panjalg yang sigrrifftan dan penyebab

penurunatl tersebut;

4l Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai waj ar dan alasan

penerapannya;

5) Perubahan pos investasi jangka panjang.

9.9 STANDAR JURNAL

Tralsaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredrt

Pada saat perolehan Jurnal Neraca

Investasi jangka paljang...

Kas di Kas Daerah

Jurnal LRA

Pengeluaran Pembiayaan-investasi

j angka panjang

Perubahal SAL

xxx

xxx

Xxx

9.8



68

Pada akhir periode

pelaporan (untuk

investasi yang

menggunakan metode

ekuitas)

Investasi jangka panjang

Pendapatan

Pemerintah

atas Laba BUMD xxx

(apabila BUMD memperoleh keuntungan)

Pada saat

pengumuman dividen

oleh BUMD (Ekuitas)

Piutang Pendapatan Hasil PKDYD

lnvestasi j angka panjang

xxx

xxx

Pada saat menerima

bunga atau dividen

(Ekuitas)

Jurnal LO dal Neraca

Kas di Kas Daerah

Piutang Pendapatan

PKDYD

Hasil

Jurnal LRA

Perubahan SAL

Pendapatan Hasil PKDYD

LRA

xxx

xxx

xxx

Pada saat menerima

bunga atau dividen

(Metode Biaya)

Jurnal LO dan Neraca

Kas di Kas Daerah

Pendapatan Hasil PKDYD- LO

Jurnal LRA

Perubahan SAL

Pendapatan Hasil PKDYD- LRA

xxx

xxx

*.-,i*ll
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x KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.08

ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

DEFINISI

Aset tetap adala-h aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam

kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

KzuTERIA DAN KLASIFIKASI

untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagaiberikut :

l) Berwujud;

2l Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4l Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

T\rjuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan

dimaksudkan untuk dijual atau dihibahkan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa

telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum,

misalnya sertifrkat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila

perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian

tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui

pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaral dan penguasaan atas sertiftkat

tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu 1ama,

namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip

substansi mengungguli prmalitas maka aset tetap tersebut dicatat dalam neraca

dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Terhadap aset tetap

tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan da-lam sifat atau fungsinya

dalam alrtivitas operasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Aset Tetap dalam sengketa atau sedang menunggu prsoses pengadilan, akan

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

to.2
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Aset tetap diklasilikasikan berdasarkal kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifrkasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah;

Tarrah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai.

2l Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, aJat

elektonik, inventaris kaltor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi

siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup ja1an, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dar/atau dikuasai oleh pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipal<ai.

6) Konstruksi dalam Penge{aan.

Konstruksi dalam penge{aan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keualgan belum selesai

seluruhnya.

PENGAKUAN

l) Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

dan atau pada saat penguasaan berpindah ditandai dengan berita acara

serah terima aset.

2l Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap diakui sebesar biaya

perolehannya, dan disajikan da-lam Neraca sebesar nilai bukunya, yaitu

harga perolehan aset tetap dikurangi akumulasi pen5rusutannya.

3) Kapitalisasi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria:

a) Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;

b) Jumlah pengeluaran minimal Rp1.O00.000,00 (satu juta rupial) untuk 1

(satu) unit barang;
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c) Jumlah pengeluaral rninimal Rp1O.OOO.000,00 (sepuiuh juta rupiah)

untuk per grup;

d) Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

4l Buku yang digunakan di Perpustakaan diakui sebagai aset tetap tanpa

melihat nilai buku tersebut;

PENGUKURAN

1) Aset tetapdinilai sebesar biaya perolehan.Apabila biaya perolehan aset tetap

tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesat nilai wajar pada saat

perolehan.Belanja Moda-l yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi

aset tetap, tidak dis4jikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat

tersendiri sebagai Extracomptable.

2l Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(l) Biaya persiapa:r tempat;

(2\ Biaya pengiriman awal darr biaya simpan dan bongkar muat;

(3) Biaya pemasangan;

(4) Biaya profesional seperti biaya konsultan perencanaan dan

pengawasan; dal
(5) Biaya konstruksi.

3) Biaya perolehal adalah jumlah kas atau setara kas yalg dibayarkal atau nilai

wajar imbalal lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dipergunakan.

4) Biaya yang diatribusikan/dikapitalisasi menambah nilai perolehan Aset Tetap

meliputi seluruh pengeluaral sampai aset siap digunakan kecuali Honorarium

Pengadaan Barang da.rr Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dal
Penggandaan, Belanja Mal<alr dan Minum dan Biaya Perl'alanan Dinas. Dalam

hal terdapat belanja yalg belum tercartum dalam ketentuan tersebut di atas,

keputusan untuk diatribusikan atau tidak akan ditentukan oleh kebijakan Tim

Implementasi.

5) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunalal biaya perolehal tida-k

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehal.

6) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan

secara langsung secara proposional kesetiap unit sehingga membawa aset

tersebut ke kondisi dan tempat yalg membuat aset tersebut dapat beke{a

untuk penggunaan yang dimalsudkan.
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7) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan

ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

8) Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan yang belum ada nilai

perolehannya dinilai dengan menggunakan Nilai Jual Obyek pajak (NJOP) pada

Tahun penyusunan Neraca awal;

9) Aset tetap berupa alat kesehatan, alat berat, pemadam kebakaran dan

peralatan serta mesin lainnya yang belum ada nilai perolehannya, dinilai

berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang.

10)Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara-lain:

' biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; (bahan

dan upah, perencanaan dan pengawasan)

. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebut (seperti biaya kepalitian/organisasi

pelaksana swakelola) dan
. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang

bersalgkutan (seperti biaya uji atau pemeriksaan teknis ).

ll)Nilai konstruksi yang dike{akan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:
. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan

tingkat penyelesaian peke{ aan;

' Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontra-ktor berhubung

dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal

pelaporan;

. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

12) Jika konstruksi dibiayai dari pinjamal maka biaya pinjaman yang timbul

selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menamba-h biaya konstruksi,

sepanjang biaya tersebut dapat diidentifrkasikan dan ditetapkan secara andal.

13) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak lalgsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapal, tenaga listrik,

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut.

14) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya asettersebut adalah sebesar

nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

15) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoieh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan.
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16) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran ataupertukarari sebagran

aset tetap yang tida-k serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu

diukur berdasarkan nilai wajar aset yalg diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikal dengal jumlah setiap kas

atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh

melalui pertukaran atassuatu aset yarg sempa yang memiliki manfaat yalg

serupa dan memiliki nilai waj ar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidat

ada keuntungan dal kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset

yang Lraru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset

yang dilepas.

17) Aset tetap yang diperoleh dari sumbalgan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar

pada saat perolehan.

18) Penilaial kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya

peroleha-n atau harga pertukaran. Penyimpalgan dari ketentuan ini mungkin

dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangal harus menjelaskan mengenai penyimpangan

dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh

penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

19) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskanatau bila aset secara

pernanen dihentikal penggunaannya dan tida-k ada manfaat ekonomik masa

yang akan datang.

2O) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak

memenuhi defrnisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya.

Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan

Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah,
biaya pematangan, pengukuran, penimbunan,
biaya notaris. biaya sertifikasi.

Peralatan dan Mesin pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh
dan mempersiapkan sampai peralatan dal
mesin tersebut sia nakan

Gedung

Bangunan

dan harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya
konsultan perencana dan konsultarr pengawas,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dal

^t-

Jalan, Jaringal &

Instalasi

biaya perolehan atau biaya konstruksi, biaya
konsultal perencana dan konsultan pengawas
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai

, dan rnstalasi tersebut s1a akaiaial

Secara singkat penjelasal komponen biaya perolehal dapat dijelaskal oleh tabel

berikut:
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Aset Tetap Lainnya

pal<ai

Pengeluaral Setelah Perolehal

(1) Suatu pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang berasal
dari Belanja Modal, yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang
dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja dan nilai melebihi batas minimal kapitalisasi ditambahkan pada
nilai tercatat/ nilai buku aset yang bersangkutan;

(2) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang berasal dari
Belanja Barang dan Jasa tidak dikapitalisasi (tidak ditambahkan ke nilai
aset tetap) kecuali Belanja Jasa Konsultanyang dikeluarkar untuk
pekerjaan/ belanja yang akan dikapitalisasi menambah nilai dan masa
manfaat aset tetap;

(3) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan untuk
kegiatan/ Pekerjaan Bidang Kebinamargaan adalah:

a. Kegiatan/ Pekerjaan Peningkatan Jalan/ Perbaikan Besar
Jembatan/Penggantian dikapitalisasi menambah Nilai Buku Aset Tetap
dan menambah masa manfaat; dan

b. Kegiatan/ Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala
(Rehabilitasi) tidak dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan
tidak menambah masa manfaat.

Definisi Penanganan Jaian:

F Pemeliharaan Rutin Jalan adalah pekerjaan perbaikan dan perawatan
secara terus menerus terhadap jalan yang telah mantap dan kondisi
baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam
batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah
direncanakan;

F Pemeliharaan Berkala (Rehabilitasi) Jalan adalah pekerjaan perbaikan
dan perawatan secara berkala terhadap jalan yang telah mantap dan
kondisi sedang dikembalikan ke kondisi baik agar lalu lintas dapat
dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar
maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan;

} Peningkatan Jalan merupakan usaha meningkatkan kapasitas dan
kemampuan struktur jalan yang akan disesuaikan dengan
perkembangan jumlah dan beban berulang lalu lintas.

Defi nisi Penanganan Jembatan :

) Pemeliharaan Rutin Jembatan adalah pekerjaan perbaikan dan
perawatan secara terus menerus terhadap jembatan yang telah mantap
dan kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan
lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan
struktur yang telah direncanakan;

biaya perolehaa, biaya konsultan perencana dan
konsultan pengawas dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkal aset tetap lainnya tersebut siap

I
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! Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jembatan adalah pekerjaan
perbaikan dan perawatan secara berkaia terhadap jembatan yang telah
mantap dari kondisi sedang dikembalikan ke kondisi baik agar lalu
lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi
beban standar maupun kemampuan struktur yang telah
direncanakan; dan

F Rehabilitasi dan Perbaikan Besar Jembatan adalah pekerjaan
perbaikan dan penggantian komponen jembatan secara berkala
terhadap jembatan yang telah mantap dari kondisi sedang
dikembalikan ke kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai
dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun
kemampuan struktur yang telah direncanakan.

(4) Kebijakan kapitaiisasi pengeluaran setelah peroiehan untuk Pekerjaan
Bidang Keciptakaryaan adalah:

a. Kegiatan/Pekerjaan Renovasi dan Restorasi dikapitalisasi menambah
nilai buku aset tetap dan menambah masa manfaat;

b. Kegiatan/ Pekerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi tidak dikapitalisasi
menambah niiai buku aset tetap dan tidak menambah masa manfaat.

Definisi Penanganan Pekerjaan Keciptakaryaan adalah:

! Pemeliharaan Bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi
bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam
usaha meningkatkan wujud bangunan serta menjaga terhadap
pengaruh yang merusak. Pemeliharaan bangunan juga merupakan
upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan
akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir;

F Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian
dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap, baik
arsitektur maupun struktur bangunannya dipertahankan sebagai
semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan dapat berubah;

P Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian
dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap
atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya
dapat berubah; dan

) Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat
sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang
tetap atau berubah, dengan tetap mempertahankan arsitektur
bangunannya, sedangkan struktur bangunan dan utilitas bangunan
dapat berubah.

(5) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan untuk Pekerjaan
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

a. Kegiatan/ Pekerjaan Eksploitasi/ Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasiserta Kegiatan Rahabilitasi Jaringan Irigasi tidak dikapitalisasi
menambah nilai buku aset tetap dan tidak menambah masa manfaat;
dan

b. Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasidikapitalisasi
menambah nilai buku aset tetap dan menambah masa manfaat.

Definisi Penanganan Jaringan Irigasi adalah:

F Ekspioitasi/ Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah
serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya
dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar se1a1u

dapat berfungsi dengan baik;
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L Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Kegiatan perbaikan jaringan irigasi
guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula; dan

! Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi
dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah
luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan
mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

(6) Nilai Peningkatan/ Renovasi/ Restorasi/ Overhaul adalah nilai kontrak
Fisik dan kontrak jasa konsultan.

(7) Dalam tata cara perhitungan penambahan nilai dan masa manfaat maka:

a. jika nilai akumulasi Penyusutan aset tetap sama dengan nilai
Perolehan (nilai buku sama dengan RpO,OO (nol rupiah) maka nilai
Buku adalah Rp1,0O (satu rupiah) Penambahan masa manfaat sama
dengan masa manfaat perolehan awal aset tetap.

b. Jika hasil perhitungan persentase realisasi Belanja melebihi
persentase batas maksimal nilai belanja terhadap nilai buku (seperti
yang diatur dalam Tabel Masa Manfaat) namun masih dibawah nilai
perolehan aset maka penambahan masa manfaat adalah sebesar batas
maksimal penambahan masa manfaat (Tahun).

c. Jika realisasi Belanja melebihi nilai perolehan terakhir (nilai perolehan
awal ditambah dengan atribusi-atribusi) yang tercatat di buku aset
tetap maka masa manfaat disamakan dengan masa manfaat aset baru.

d. Jika hasil perhitungan penambahan masa manfaat ditambah dengan
sisa manfaat melebihi masa manfaat awal aset tetap, maka masa
manfaat adalah sebesar masa manfaat awal aset tetap.

(8) Penambahan masa manfaat Peningkatan/ Renovasi/ Restorasi/ Overhaul/
Pengeluaran Lainnya yang menambah masa manfaat aset tetap ditetapkan
sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT

Persentase Nilal
Belanjaterhadap
Nilai Buku Aset
Tetap (Diluar
Akumulasi

Pennrsutan)

Penambahan
Masa Manfaat

(Tahun)
URAIAN JenisKODE BARANG

00 Peralatan dan Mesinl 3 ,2 00

2Overhaul >O 7"s.d 30ol.l 2 o1 00 Alat'Alat Besar Darat

>3Oo/" s.d 45%.

8>45Yo s.d 65Yo

2Overhaul >0 %s.d 30%I 3 ) o2 00 Alat-Alat Besar Apung

>3U/" s.d 45Yo .+

8>45"/o s.d 650/"

2Overhaul >0 7os.d 30"/.l 3 2 03 00 Alat-Alat Bantu

>30"/o s.d 45ol.

9>45'1, s.d 657.

IIIIIIIITIIII
IITII

II
3

5ltl
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1Overhaul ,0 y.s.d 25701 3 04 00
Alat Angkutan Darat

Bermotor

2>25o/o s.d 5U/"

3>50% s.d 75%

>75% s.d 100% 5

01 3 2 05 00
AlatAngkutanDaratTa

kBermotor Overhaul >O Yos.d 25o/"

2>25 o/. s.d 5070

>50o/o s.d 75% 2

)>7SYo s.d lOOo/"

31 3 2 06 00 AlatAngkut Apung
Bermotot Overhaul >O "/os.d 25o/"

>25 % s.d 50o/o

>SOok s.d 75"/o 6

10>75% s.d 100%

300
AlatAngkut Apung Tat

Bermotor overhaul >0 %s.d 25%1 3 ,2

>25 7. s.d 5070 3

3>5Oo/" s.d 7 5o/o

5>75% s.d 100%

22 o8 00 AlatAngkutBermotoru
dara

Overhaul >O Yos.d 25o/"1 3

>25 9/. s.d 5070

>50% s.d 75% 7

10>75% s.d 100%

>O o/os.d 25o/" 01 3 2 09 00 AlatBengkelBermesin Overhaul

1>25 % s.d 50o/.

>509/' s.d 7590 1

>75% s.d 100o/o

0Overhaul >0 Yos.d 259l.1 3 2 10 00
AlatBengkelTakBerme

sin

>25 o/" s.d. 5O"/o 0

1>5070 s.d 75ol.

>75% s.d 100% I

1Alatukur Overhaul >O o/"s.d, 25/oi 2 11 00

'2>25 o/o s.d 50%

2>50% s.d 75%

)>75% s.d 100%

2

o7

2

L

L

I

L

I

T +
LiI !L

F
tt+tl t
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I t2 00 AlatPengolah an Overhaul >0 s.d 20Plo

>21 s.d 40%o 2

3>51 s.d 75%

>0 s.d 20"/o l1 3 ) I3 AlatPemeliharaaiTarIa
man/A.latPenyimpai Overhaul

2

,51 s.d 757. 3

2 t4 00 A.lat Kantor Overhaul >O o/os.d. 25o/oI 3

>25 o/. s.d 50"/. I

2>str/" s.d. 7 5"/"

>75%o s.d tOU/o 2

03 2 Perlengkapan Kantor Overhaul >O o/os.d 25o/"I

>25o/o s.d Str/o )

>5U/" s.d. 75"/"

.75o/" s.d lOO"/o 6

>0 o/.s.d 257. 01 16 00 A.latRumalTangga Overhaul

2>25o/"sd5Oo/"

3>50o/o s.d 75ol"

>O o/"s.d 25"/" lI 3 t7 00 Komputer Overhaul

>25 9/o s.d 5Oo/" I

2>Str/o s.d 75o/o

>75% s.d 100% )

>O o/"s.d. 25o/" 03 2 Overhaull

>25 7" s.d 507.

3>50"/o s.d 75%

>75% s.d IO0o/"

200 Overhaul >O o/os.d 25o/"I 3 2 t9

>25 o/. s.d 50o/.

>507" s.d 7570 3

J>75ol. s.d t00o/o

2overhaul >O "/os.d 25o/"I 3 2 20 00 AlatKomunikasi

>25 o/" s.d 5O"/o 2

3>5U/" s.d. 75Yo

IIII

IITIIIIIII

IIIIIIII
III

IIIII

IIIIIrTIIIIIIII

rIII

II

II

I
IIIII

IIII

II

II

III
3 2 I

>21 s.d 4U/"

o

15 00

3 2

'757. s.d 100"/o

2

l8 00 Meubelarr Kantor

2

Alat Studio

3
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5

l 3 '2 21 00 PeralatanPemancai Overhaul >O o/"s.d 25o/" 2

2>25 o/" s.d 5@/.

,5U/" s.d 75"/o 3

4>75o/" s.d IO0P/"

I 3 2 o0 AlatKedokteran Overhaul >O o/os.d 25"/o o

>25 o/" s.d 5e/" 2

>se/o s.d 75Yo 3

>75% s.d 100%

I 3 2 23 00 AlatKesehatan >O o/"s.d. 25"/o 0

>25 o/o s.d 5e/"

>507" s.d 7570 3

>75% s.d 100%

l 3 2 24 00 Unit-Unit
l,aboratorium Overhaul >O o/os.d 25"/o 2

>25 o/o s.d 5@/" 3

>Str/o s.d 75o/" .1

>75% s.d 100% 4

2I 3 2 25 00
AlatPeraga/ Pral,.tekse

kolah Overhaul >O "/os.d 25o/"

>25o/o s.d se/o 3

>Str/o s.d 75o/" .1

.1>75% s.d r00%

2 Unit Alatlaboratorium
Kiraia Nuklir Overhaul >O "/os.d 25o/o 2I 3 26 00

>25 o/" s.d SG/o 3

>5oo/o s.d 75o/" .1

>75o/o s.d lOOo/" .+

>O "/os.d 25Vol 3 2 27
AlatLaboratoriumFi srk
aNuklir / Elel<Eonika Overhaul

>25 "/o s.d SU/o

.1>50% s.d 75%

>75o/" s d l00al,

1 3 2 2a 00
AlatProteksiRadiasi /
Proteksilinqkunga! Overhaul >O o/"s.d 250/6

>25 ol, s.d 50o/o 3

1>SU/o s.d 75o/"

>75o/o s.d IOU/" +

IIIII

IIIIIIIIIITIIIIIIIII

IIIIIIIII

IIIII

II

II

IIIIII

>75ol" s.d 10@/"

2

200

3

Overhaul
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I 3 2 29 00

Radiation Aplication
and Non Destructive
Testing Laboratory

(BATAMI

Overhaul >O "/os.d 25%o '2

3>25 % s.d 50P/o

>7 5"/o s.d lOCP/o

'2 30 00 Alatl,aboratoriumLin g
kunsanHidup Overhaul >O o/os.d 25o/" I

>25"/o s.d SU/o 2

>50P/o s.d 75olo 3

>75% s.d 100%

I 3 2 )31 00 Peralatarlaboratoriu
!oHidrodiaamika Overhaul >O o/os.d 25o/o

>25 o/. s.d 50"/o 3

>5Oo/" s.d 75"/" .l

>75ol" s.d l00o/. 4

1 3 '2 32 00 SenjataApi Overhaul >O "/"s.d 25"/o 0

>25ol"sd50P/" I

>5oo/o s.d 75"/" I

>75% s.d 100% 2

1 3 2 033 0
Persenjataai Non

SeniataApi Overhaul >O o/os.d 25o/"

>25 o/o s.d 1U/o 0

>5Oo/" s.d.75"/" 1

l>75% s.d 100%

I 3 ) 34 00 Arnunisi >O o/* d 25o/" 0

0>25 % s.d 50o/o

I

I>75/o s.d. t00o/o

3 2 Overhaul >O o/"s.d 25"/o 0I 35 00 Senj atasinar

0>25 o/" s.d 5@/o

>50% s.d 75% o

2>75% s.d 100%

l 3 2 36 oo AlatKeamanandanPerli
ndungan Overhaul >O o/os.d 25"/o l

l

2>50o/o s.d 75%

>7 5"/o s.d 1.OOo/"
,)

IIIII

IIII

TIIIIIIII

IIIII

II

IIIrll

IIII

ll

>,e/o s.d.75o/o

3

>SU/o s.d 75"/o

>25 o/o s.d SU/o

|| t I|tt
-l-t+
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Overhaul
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t
I
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>O "/os.d 25/o 0I 3 2 37 00 Sumber Tenaga

>25 % s.d 50o/. 0

>50"/o s.d 757. 0

>75/" s.d lOOo/" ')

I 00 00 GedungdanBangunan

renovasl >0 7os.d 3070 21 3 3 01 00
BangunancedungTem

patKeria

>30 o/o s.d 45% .1

>45% s.d 650/o 6

>650l" s d I OOo/" 20

)I 3 3 o2 00 BangunanGedungTem
patTinssa.l renovasr >0 o/os.d 30ol.

>30 o/o s.d 45o/o

>45o/o s.d. 650/0 6

renovasl >0 o/os.d 307. 31 3 3 03 00 Bangunan Menara

>30 o/. s.d 457" 5

>45olo s.d 650lo

>0 7.s.d 30o/o 2l 3 3 04 00 Bangunan Bersejarah

.1>3O o/" s.d, 45/o

>45% s.d 65% 6

reno!as1 '2l 3 05 00 T\l gu Pedngatan

>30 % s.d 45ol. I

6>45% s.d 65%

)I 3 3 06 00 Candi renovasl >0 Yos.d 30"/o

>30 7" s.d 4570

>45"/o s.d 65/o

renovasl >0 %s.d 30o/"i o7 00 BangunanMonumen

>30 o/o s.d 45%o

6>4570 s.d 650l.

200
Tugu Titik

Kontrol/Pasti
>0 7os.d 30ol.l 3 08

>30 7. s.d .1502

6>457. s.d 6570

3overhaul ,0 7.s.d 2570I 3 .l 09 00 Rambu-Rambu

IIII

3 3

8

>0 o/.s.d 30703

6

2

3

Overhaul

ll tllt I
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>25 7o s.d 5070 t)

>Str/o s.d 75o/o

ll>75% s.d 10@/.

overhaul >O '/os.d 25o/ol 3 3 Ranbu-RambuLalu
Lintas Udara

8>25 o/o s.d 5Oo/"

>50% s.d 75% E

>75olo s.d 100o/o l6

l 3 00 00 Jala-D, Irigasi,
darIJarinqan

renovasl >0 7os.d 30"/ot 3 .+ I 00 Jalan

>30 o/. s.d 607. IO

20>600lo s.d 1000/.

202 00 Jembata! >O o/"s.d 3ool.I 3

>30 7" s.d 4570

6>45 % s.d 65%

renovasl >0 %s.d 05% Il 3 03 00 Bangunan Air I gasi

>05 o/. s.d 109; '2

+> 107. s.d 20"/o

lrenovasl >0 %s.d 05%I 3 '+ 04 00 Bangunan Air
Pasangsurut

2>05 % s.d 10ol"

+>lU/" s.d 2U/o

Irenovasr >0 7.s.d 05YoI 3 05 00 Bangunan fur Rawa

>05 % s.d r0% )

4> l0o/. s.d 20olo

2renovasl >0 o/.s.d 05ol.I 3 1 06 00

BangunanPengamaJI
Sungai

danPenanggulanganBe
ncanaAlarn

>05 7. s.d 107o l

> lV/o s.d 2U/"

>0 %s.d 05% lI 3 .1 07 00
BangunarPengemban

gansumber Air dar
Air. Tanah

renovasl

1>05 % s.d l0olo

>lOYo s.d 2Oo/"

3renovasl >0 o/.s.d 30%l 3 .+ 0u 00 Bangunan Air
Bersih/Baku

>30 % s.ci,15o/.

IIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIIII

II
IIIIIIIIIITIIII

IIIIIIITIIrTIII I

IIIII
IIIIIIIII
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>457. s.d 6570

>0 %s.d 30"/o 3I + 09 00 Bangunar Air Kotor renovasi

>30 % s.d 45olo J

>.15o/. s.d 657. S

31 J 10 00 Bangunan Air >0 7"s.d 3070

>30 o/o s.d 45% 5

>45"/o s.d 650/o s

>0 %,s.d 3oolo lI 3 4 11
Instalasi Arr

Minum/Air Bersih

>30 o/" s.d 45Yo

7>45ol. s.d 6570

lInstalasi Air Kotor tenovast >O %s.d 30o/oI 3 I 12 00

>30 % s.d 45% 5

>45o/o s.d 650/" 7

renovasl >0 %s.d 30ol" )l 3 .1 Insta.lasiPengolahanSa
mpa}!

>30 o/" s.d. 45"/" 6

to

23 .1 14 00 InstalasiPengolahanBa
hanBanqunan

>0 "/os.d 30"/.l

>45o/" s.d 650/o 10

3InstalasiPembalgkitli
strik

>0 o/os.d 30o/"I 3 I 15 00

>3O o/o s.d 45o/o

8>45ol. s.d 650lo

3renovasl >0 o/.s.d 30"/oI 3 l6 00 InstalasiGarduListrik
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10.5 PENILAIAN

Penilaian dari aset tetap adala.l. sebagai berikut:

1) Aset tetap dinilai sebesar nilai buku yaitu harga perolehal dikurangi

dengal akumulasi pen]'usutan, kecuali tanah, konstruksi dalam

penge{aan, hewal dan tanaman dinilai sebesar harga perolehan.

II 3 19 00 lnsta.lasiPenga.Eran

I>30 o/o s.d 45%

>45% s.d 650l.

Il 3 20 00 Instalasi Larnnya renovasl >0 o/os.d 307o

>30 o/. s.d 45% I

12>45olo s.d 650/o

>O %s.d 30olo 11 3 4 2t 00 Jaringan fur Minum

>30 % s.d 45% 5

>4570 s.d 65% 7

31 3 I 00 JaringanListrik >0 "/.s.d 307.

>30 % s.d 45%

B>45ol. s.d 6570

renovasl >O %s.d 30Plo 2I 3 I 23 00 JaiinganTelepon

>30 o/o s.d 457o

>45olo s.d 650l" 10

l1 3 21 00 renovasl >0 o/.s.d 30"/o

>30 Yo s.d 45o/o 5

>45% s.d 65% 7

1>0 %s.d 30ol"1 3 25 o0 Jaringanl,ainnya

>3O 70 s.d 45ol.

>45olo s.d 650lo 7

1Aset Tetap Laimya overhaul >O o/os.d 25%"I 3 00 00

>25 "/o s.d 5O/" 1

>5O/o s.d 75o/" 2

)
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2l Reva.luasi atas nilai aset tetap dilakukan sesuai ketentuan pemerintah yang

berlaku secara nasional;

3) Aset tetap, kecuali tanah, konstruksi da-lam pengerjaan, hewan dan

tanarnan disusutkan untuk menunjukkan penumnan nilai dan

malfaatnya. Metode pen)rusutan yang digunakan adalah metode garis

lurus.

PEI.IYAJIAN

1) Aset tetap disajikan di neraca pada kelompok aset nonlancar.

2l Aset bersejarah tidak disajikan di dalam Neraca, tetapi diungkapkan di

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

PEI{YUSUTAN ASRT TETAP

Penyu sutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai

tercatat aset tetap dalam neraca dal beban pen]'usutan dalam laporan

operasional.

Metode pen)'usutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan estimasi

nilai sisa dan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

1) GEDUNGDANBANGUNAN:

UMUR BANGUNAN DAN PEIVYUSUTAN

Umur Gedung dan Bangunan adalah jangka waktu gedung dan bangunan

dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan gedung dan bangunal sesuai

dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk gedung dal bangunart

pernurnen, umur ekonomis diperhitungkan 2O Tahun, untuk gedung dan

bangunan nonpenna.nen, umur ekonomis diperhitungkan 15 Tahun,

sedangkan untuk konstruksi darurat umur ekonomisnya 10 Tahun dengan

nilai sisa (saluage ualue) Rp.O,00.

2) ASET TETAP SELAIN GEDUNG & BANGUNAN

No Jenis Aset Tetap Estimasi Nilai
Sisa (Rp)

Estimasi Masa
Manfaat

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Besar Darat 0,00 16 Tahun

2 Alat-alat Besar Apung 0,00 16 Tahun

3 Alat-alat Bantu 0,00 16 Tahun

4 Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 8 Tahun

Alat Angkutan Darat TakBermotor 0,00 4 Tahun

6 0,00 16 Tahun

7 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 0,00 8 Tahun

1.

1.

Alat Angkut Apung Bermotor

5.
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8 Alat Angkut Bermotor Udara 0,00 16 Tahun

9 Alat Bengkel Bermesin 0,00 4 Tahun

10. AIat Bengkel Tak Bermesin 0 00 4 Tahun

11. Alat Ukur 0,00 4 Tahun

12. Alat Pengolahal 0 00 4 Tahun

13. Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

0,00 4 Tahun

11 Alat Kantor o,00 4 Tahun

15. Perlengkapan Kantor 0,00 8 Tahun

16. AIat Rumah Tangga 0,00 8 Tahun

17 Komputer 0,00 4 Tahun

18 Meubelair Kantor 0,00 8 Tahun

19. Alat Studio 0,00 8 Tahun

20 Alat Komunikasi 0,00 8 Tahun

2t. Peralatan Pemancar 0,00 8 Tahun

22. Alat Kedokteran 0,00 8 Tahun

Alat Kesehatan 0,00 8 Tahun

Unit-unit l,aboratorium 0,00 8 Tahun

25 Alat Peraga/ Praktek Sekolah 0,00 8 Tahun

26 Unit Alat Laboratorium Kimia

Nuklir

0,00 8 Tahun

27 Alat Laboratorium

Nuklir/ Elektronika

Fisika 0,00 8 Tahun

Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi

Lingkungan

o,o0 8 Tahun

Radiation Application and Non

Destructive Testing Laboratory

(BATAM)

0 00 8 Tahun

Alat Laboratorium Lingkungan

Hidup

0,00 8 Tahun

31. Peralatan

Hidrodinamika

laboratorium 0,00 8 Tahun

JZ Senjata Api 0,00 4 Tahun

33 Persenjataan Non Senjata Api 0,00 4 Tahun

34 Amunisi 0,00 4 Tahun

35. Senjata Sinar 0,00 4 Tahun

36. Alat Keamanan dal Perlindungan 0,00 4 Tahun

I

24.

24.

29.

30.
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Sumber Tenaga 0,00 4 Tahun

2 Jalan, Irigasi, Jaringan 20 Tahun

1 Jalan 0,00 20 Tahun

Jembatan 0,00 20 Tahun

3 Bangunan Air Irigasi 0,00 20 Tahun

4 Bangunan Air Pasang Surut 0,00 20 Tahun

5 Bangunan Air Rawa o,00 20 Tahun

6 Bangunal Pengamanan Sungai

dan Penanggulangan Bencana

Alam

0,00 20 Tahun

Bangunan Pengembangan Sumber

Air dan Air Tanah

0,00 20 Tahun

Bangunan Air Bersih/Baku 0,00 20 Tahun

9 Bangunan Air Kotor o,o0 20 Tahun

10. Bangunan Air 0,00 20 Tahun

11. lnstalasi Air Minum / Air Bersih 0,00 20 Tahun

12. Instalasi Air Kotor 0,o0 2O Tahun

13. lnstalasi Pengolahan Sampah 0,00 20 Tahun

14. Instalasi

Bangunan

Pengolahan Bahan 0,o0 20 Tahun

15. Instalasi Pembangkit Listrik 0,00 20 Tahun

lnstalasi Gardu Listrik 0,00 20 Tahun

t7. Instalasi Pertanahan 0,00 20 Tahun

Instalasi Gas 0,00 20 Tahun

19. lnstalasi Pengaman 0,00 20 Tahun

20. Instalasi Lainnya 0,00 20 Tahun

21 Jaringan Air Minum 0,00 20 Tahun

22. Jaringan Listrik o,00 20 Tahun

Jaringan Telepon 0,00 20 Tahun

24 Jaringan Gas 0,00 20 Tahun

25 Jaringan Lainnya 0,00 20 Tahun

3 Aset Tetap La.innya

I Buku 0,00 4 Tahun

2 Terbitan 0,00 4 Tahun

2.

I

I

7.

8.

16.
I

18.

23.

I

I
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Barang-barang Perpustakaan 0,00 4 Tahun

1 Barang Bercorak Kebudayaan 0,00 4 Tahun

Alat Olahraga Lainnya 0,00 4 Tahun

6 Aset Tetap Lainnya 0,00 4 Tahun

Untuk perhitungan/ pembebanal Pen5rusutan Aset Tetap dihitung Bulanan,

tetapi jurnal penyesuaian dilakukan pada saat penJrusunan laporart

keualgan.

PenJrusutan Aset tetap dimulai dari Tahun Perolehan Aset tetap tersebut.

Untuk aset tetap yang umur penggunaannya melebihi masa manfaat dan

masih digunakan, maka nilai penyusutannya adalah sebesar Nilai Tercatat

Aset Tetap.

Untuk Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun Pelaporan maka beban

penJrusutan dan akumulasi penyusutan untuk aset tetap yang

diserahterimal<an antara OPD dan PPKD, disajikan pada Neraca OPD/PPKD

yang terakhir menerima untuk beban dan akumulasi penyusutan selama

12 (dua belas) bulan.

10.8 PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

berkaitan dengan aset tetap, antara lain :

1) Kebijakan akuntansi mengenai aset tetap;

2l Jenis aset tetap;

3) Jumlah aset tetap;

4l Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

5) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;

6) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount:l;

7l Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan alhir periode yang

menunjukkan:

(1) Penambahan;

(2\ Pelepasan;

(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan

(4) Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi:

(1) Nilai penyusutan;

(2\ Metode penyusutan yang digunakan; dan

(3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal darr akhir
periode;

3.

5.
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8) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (revaluasi), maka

hal-hal berikut harus diungkapkan:

(1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

(2\ Tanggal efektif penilaiarr kembali;

(3) Jika ada, nama penilai independen;

(4) Hakikat setiap petunjuk yarrg digunakan untuk menentukan biaya
pengganti; dan

(5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

10.9 STANDAR JURNAL

Tralsaksi Jurnal
Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat
awal

perolehan Aset Tetap - ... ..
RK-PPKD / Kas/utang ...

xxx
xxx

Beban Penyrsutan-....
Akumulasi Penyusutan ..

xxx
xxx

Pada saat kapitalisasi
setelah perolehan
awal

Aset Tetap - ... ..
RK-PPKD/ Kas /rtarrg ...

xxx
xxx

Pada saat revaluasi
flika ada)

Aset Tetap
Ekuitas

xxx
xxx

fiika nilai aset meningkat)
Ekuitas

Aset Tetap
xxx

['ika nilai aset menurun)
Transaksi Jurnal

Standar.Iurnal Debit Kredit
Pada Saat Aset Tetap
sudah tidak
digunakan/ rusak
berat dan diajukan
untuk dihapuskan

Aset Lainnya-Aset Lain-lain
Akumulasi Penyu sutan Aset Tetap

Aset Tetap
Akumulasi Peny,usutan Aset
Lainnya

xxx
xxx

xxx
xxx

Pada saat pelepasan Apabila aset tetap dijual
Kas di Kas Daerah

Surplus Penjualal
Nonlancar
Bebal Lain-1ain

Aset
xxx
xxx

xxx

xxx
(apabila terdapat laba dalam penjualan aset tetap

tersebut)
Kas di Kas Daerah
Defrsit Penjualan Aset Nonlalcar

Beban Lain-lain

xxx
xxx

xxx

(apabila mengalami rugi dalam penjualan aset tetap

tersebut)

Apabila aset tetap

tidak digunakan lagi

Akumulasi Pen1rusutan

Aset Tetap

xxx

xx)i

Pada akhir periode
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(apabila aset tetap sudah seluruhnya disusutkan)

Beban Lainlain
Akumulasi PenJrusutan

Aset Tetap
xxx

xxx

(apabila aset tetap belum seluruhnya disusutkan)

Transaksi Jurnal

Standar Jurna] Debit Kredit

Apabila aset tetap
dihibahkarr

Akumulasi Pen1rusutan
Beban Hibah

Aset Tetap

xxx
xxx

(apabila aset tetap belum seluruhnya disusutkan)
Akumulasi Penlusutan

Aset Tetap
xxx

xxx
(apabila aset tetap sudah seluruhnya disusutkal)

Pada
pembayaran
konstruksi
pengerjaan

saat
untuk
da-lam

Konstruksi Dalam Pengerjaan
RK.PPKD / Kas/ Utang

xxx
xxx

Pada saat konstruksi
da-1am pengerjaan
telah selesai

Aset Tetap
KonstruksiDalam Pengerjaal

xxx
xxx
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XI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.O9

DANA CADANGAN

DEFINISI

Dala cadangan merupakan dala yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

a.rlggararr.

KLASIFIKASI

Dana cadangarr masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangaa dapat

diklasifrkasikan atau dirinci lagi menurut tujual pembentukannya sebagaimana

contoh dibawah ini:

Dana Cadaagan Dana Cadangal Pembalgunal Jembatan

Dana Cadangan Pembangunan Gedung

Dana Cadangan Pembalgunal Waduk

Dala Cadangan Penyelenggaraan Pilkada

Dana Cadaagan Penyelenggaraan Pekan

Olahraga Nasional (PON)

PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeiuaran

pembiayaal, sedalgkan pencairannya akan dianggarkarr pada penerimaal

pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkal dalam program kegiatan yang

sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana Cadalgan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah

ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses

penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

PENGUKURAN

1) Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan Dala Cadangan diakui ketika PPKD telahmenyetujui SP2D

LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2l Hasil Pengelolaal Dana Cadangan.

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangal misalnyaberupa jasa

giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau

dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai

Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang Sah-

Jasa Giro /Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil Dana Cadangan

diukur sebesar nilai nominal.

Dst..
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3) Pencairan Dana Cadangan.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatal

yang dituju maka BUD akal membuat surat perinta-h pemindahan buku

dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk

pencairal Darra Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai

nominal. Dana cadangan yang sudah cair akan digunalan pada program

kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana

cadangal pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi

belanja.

11.5 PENYAJIAN

Darra cadalgan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lalcar

77.7

Jurna-l LO dan Neraca

Transaksi Jurnal

Stand::r Jurnal Kredit

Pembentukan

cadangarr

dana Dana Cadangan-Pilkada

Kas di Kas daerah

2M
2M

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dala cadangan dalam Catatal atas LaporanKeuangarl, sekuralg-

kurangnya harus diungkapkan hal-halsebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi untuk Dana Cadangan;

2. Dasar hukum (peratural daerah) pembentukaan dana cadarrgal;

3. Tujual pembentukan dana cadangan;

4. Program dan kegiatan yang a-kal dibiayai dari dana cadangan;

5. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer ke rekening dana cadangan;

6. Sumber dana cadangan; dal
7. Tahun anggaran pelaksalaal dan pencairan dalacadangan.

STANDAR JURNAL DAN ILUSTRASI

1) Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D

LS terkait pembentukan Dana Cadalgal.Misalkan dibentuk Dala

Cadangan-Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp.10M dengan

masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing

Rp.2M per tahun anggaran. Berdasarkan dokumen SP2D-LS Fungsi

Akuntansi PPKD mengakui Dana Cadalgan dengan menjurnal:

Debit
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Jurnal LRA

Tralsaksi Jurnal

Standar Jurna-l I&edit

Pembentukan dana

cadangan untuk
pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

pilkada

Perubahan SAL

2M
2M

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangal.

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa

giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau

dikapitalisasi ke dana cadangal. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai

Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -
Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dalra cadangan dan

penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daJtar dana cadangan

pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Misalkan

diperoleh hasil pengelolaan dana cadalgan berupa giro/bunga sebesar

Rp.25.000.000, per bulan. Berdasarkan bukti memorial (nota kredit) hasil

pengelolaan dana cadangan tersebut Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD)

melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurna.l LO dan Neraca

Transaksi Jurna.l

Standar Jurnal Debit Kredit

Pembentukan

cadangan

dana Da-na Cadangan

l,ainlain PAD yang Sah-Jasa

Giro/ Bunga Dana

Cadangan-LO

251t

25jt

Jurnal LRA

Transaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredit

Pembentukan

cadangan

pembiayaan

darta

untuk

Peruba-han SAL

Lainlain PAD yang Sah-Jasa

Giro/ Bunga Dana

Cadangan-LO

2sjr

25jt

I

I 
oeuit

I
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3) Pencaira-n Da-na Cadalgan.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan

yang dituju maka BUD akal membuat surat perintah pemindahan buku

dari rekening da;ra cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk
pencairan Dana Cadalgarr. Berdasarkan Dokumen tersebut Fungsi

Akuntansi PPKD (PPK-PPKD) mengakui Dana Cadangan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca.

Transaksi Jurna-l

Standar Juma.l Debit Kredit

Pencairan

cadangan

dana Kas di Kas Daerah

Dana Cadangan

1 1,5

M

*)asumsi akumulasi bunga dana cadangan seluruhnya sebesar Rp,1,5M

Jurna-1 LRA

Transaksi Jurnal

Standar Jurna.l Debit Kredit

Pencairan

cadangan

pembiayaan

dana

untuk

Perubahan SAL

Penerimaan Pembiayaan-

Pencairan Dana Cadangan

10M

10M

rl,s Ml 
I
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xII KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.10

ASET LAINNYA

DEFINISI

Aset l"ainnya merupa-kan aset pemerintah daerah yarrg tidak dapat
diklasilikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
dana cadangan.

72.2 KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifrkasikal sebagai berikut:

Piutang Jangka Panjang Bagian Jangka Panjang Piutang
Tagihan Penjualal Angsuran
Bagian Jangka Panjang Piutang
Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Jangka Panjang Piutang

Sewa

Bagian Jangka Parrjarrg Piutang
Lainnya

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa

Kerj asama Pemalfaatan

Bangun Guna Serah

Bangun Serah Guna

Aset Tidak Berwrrjud

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Lainnya

Goodwill

Lisensi dan Franchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Lainlain Aset Lain-Lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
1) Piutang Jangka Panjang;

2) Kemitraan dengan Prhak ketiga; dan
3) Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
l) Aset Tak Berwujud; dalr

2l Aset lain-lain.
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PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran

yang khas, yaitu sebagai berikut:

a) Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang terdiri atas Piutang penjualan angsuran dan

Piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan allgsuran menggambarkal jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah sec.rra angsurErn

kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan

penjualan angsurzrn antara lain adalah penjualan kendaraan

perorangzrn dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O6 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau

barang yang dapat dinilai denga.n uang yang harus dikembalikan

kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang tela-h

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Gaati Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR

terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya,

pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihal lain

dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-

undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat te{adi

perjanjian ke{asama/kemitraan, yaitu dengan perubahan kiasifrkasi

aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kernitraan-sewa.

2l Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomorlg tahun 2016 tentang Pedomart Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa ke{asama pemanfaatan

ada,lah pendayaguna€rn barang milik daerah oleh pihak lain dalam

jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan

daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan

(KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu

dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya

kerj asama-pemanfaatan (KSP).
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3) Bangun Guna Serah - BGS (Auild, Operate, Transfer - BO1)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS)

adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor

tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut

fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,

kemudial menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain

berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya
jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkal oleh pemerintah daerah

kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS

tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset

Tetap.

4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Tra nsfer, Operate - EIq
Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Pen5rusunal Neraca Awal

Pemerinta-h Daerah menyebutka,n bahwa Bangun Serah Guna

(BSG)adalah pemanfaatal aset pemerintah daerah oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

balgunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian

menyerahkal aset yang dibangun tersebut kepada

pemerintahdaerahuntuk dikelola sesuai dengan tujual pembangunan

aset tersebut.

BSG dia-k:ui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakal untuk

digunalarr / dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor

kepada pemerintah daerah disertai dengal kewajiban pemerintah

daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara

bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas

kekayaan intelektual, yang dapat diidentifrkasi dan tidak mempunyai wujud

fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunalan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa depan dapat

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengaa handa-l. Untuk dapat diakui

sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Aset nonkeuangan;

b. Tidak berwujud;

c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
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d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dala"' operasi normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f. Dapat diidentifikasi;

g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan

h. Mempunyai potensi manfaat ekonorni dan/ atau sosia.l masa depan lebih

dari dua belas bulan

- Aset nonkeuangan artinya aset tersebut bukan merupakan kas atau

setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yalg
jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

- Tidak berwujud, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu

seperti halnya aset tetap.

- Dapat diidentifikasi artinya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari

aset iainnya. Aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakart

secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset

ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB

dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan,

ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

- Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi matsudnya adalah

jika Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kemampuan untuk

memperoleh manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa depan yalg timbul

dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam

memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk

mengendalikal aset ini didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari

lembaga yang berwenang. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus

dibuktikan dengan adanya hak, seperti hak cipta (copyightsl, hak paten,

dan setaranya. Tanpa adanya hak tersebut sulit bagi Pemerintah Daerah

Provinsi untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi

pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

- Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa depan lebih

d.ari 12 (dua belas) bulan adalah jika aset tersebut dapat memberikan

hasil kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat berupa

pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa,

penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan

dari penyewaal, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh

dari pemanfaatan ATB selama lebih dai 12 (dua belas) bulan. Manfaat

lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses

pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/ sumber daya

yang diperlukan untuk melaksalakan suatu tugas dan fungsi.
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Pengakuan Aset Tak Beruwujud Yang Diperoleh Secaralnternal

Untuk menentukal apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria

untuk pengakuan, maka perolehan ATB dikelompokkan dalam dua tahap,

yaitu tahap penelitial atau riset, dan tahap pengembangan.

- Jika Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat membedakan tahap

penetitian / riset dengal tahap pengembalgan atas aktivitas/kegiatan

internal untuk menghasilkan ATB, Pemerintah Daerah Provinsi harus

memperlakukal seiuruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut

sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset. Pengeluaran-

pengeluaran untuk kegiatan / aktivitas penelitian/ riset (atau tahap

penelitian/riset dari kegiatan / aktivitas internal) tidak dapat diakui

sebagai ATB. Pengeluaral-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai

beban pada saat tefadi. Dalam tahap penelitial / riset dari

kegiatan/a-ktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat

membuktikan bahwa ATB telah ada dan akal menghasilkan manfaat

ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai

beban pada saat terjadi.

- ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan

satu kegiatan intemal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah

Daerah Provinsi dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini,

yaitu adanya:

a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia

untuk digunakan atau dimanfaatkan;

b. Keinginan untuk menyelesaikal dan menggunakan atau

memanfaatkan ATB tersebut;

c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebuti

d. Malfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;

e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya

lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan

penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;

f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-

pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa

pengembangan.
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Sebab Pengakuan F)okumen

1 Pembelian Nota atau Faktur Pembelian

Pengembangan secara internal Berita Acara

Pengembangan

Penvelesaian

3 Pertukaran Berita Acara Serah Terima

4 Kerjasama Surat Pe{anjian/Berita

Serah Terima

Acara

5 Hibah Berita Acara Serah Terima

6 HAKI (paten, Lisensi, hak cipta,

waralaba, dan setaranya)

Surat Keputusan HAKI

7 Rovalti Surat Keputusan Royalti

8 Surat Keputusan/ Surat

Pendaftaran Warisan Budaya

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

a. Softuare komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media

penyimpanan seperti ,ash disk, compact disk, disket, pita, dan media

penyimpanan lainnya;

Sofiu-tare komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah sofi.uare

yang bukan mempakan bagian tak terpisahkan dai lutrduare

komputer tertentu. Jadi sofiuare ini dapat digunakan di komputer lain.

Oleh karena ilut sofituore komputer sepanjang memenuhi delinisi dan

kriteria pengakuan merupakan ATB.

b. Lisensi dan franchise
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika

ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi,

melalui sebuah pe{anjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari

pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk

menggunakan barang atau jasa yang dilisensikal. Franchise merupakan

perikatan dimana sa.lah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan

atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas

usaha yang dimiliki pihal lain dengal suatu imba.lan berdasarkan

persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka

penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada

Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yalg untuk selama

waltu tertentu melaksanakal sendiri Invensinya tersebut atau

memberikarr persetujualnya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. (Undang-Undang 14 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (1)).

Dokumen penanda pengakuan ATB adalah sebagai berikut:

No

2.

IWarisan Budava
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Hak cipta adalah hal< eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi

tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".

Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi

penggaldaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta

memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada

berbagai jenis kar5za seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hal< tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan

kekayaan inteleldual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat

menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikart

pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak

untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta

sepanjang memenuhi defrnisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembalgan yang memberikan manfaat jangka panjang

adalah suatu kajian atau pengembalgan yang memberikan manfaat

ekonomis dan/ atau sosia-l di masa yang akan datang yang dapat

diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi

dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial maka tidak

dapat diakui sebagai ATB.

e. ATB yalg mempunyai nilai sej arah / budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untukmendapatkan kembali naskah

kuno/a1ur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya

mempunyai marrfaat ataupun nilai ba$ pemerintah ataupun

masyarakat. HaI ini berarti lilm tersebut mengandung nilai tertentu

yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah.

Film/ Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heitage ATB.

f. ATB dalam Penge{aan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang

diperoleh secara intemal, sebelum selesai dikerjakan dal menjadi ATB,

belum memenuhi sa-lah satu kriteria pengakuan asetya itu digunakart

untuk operasional pemerinta-h. Namun dalam hal ini seperti juga aset

tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam

pelaksanaan operasional pemerintahan, sehi-ngga dapat diakui sebagai

bagian dari ATB.
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d) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-Iain. Hal ini dapat disebabkan

karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan

karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan,

sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifrkasikar ke

dalam aset lainlain.

PENGUKURAN

1) Tagihan Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(21 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SK

Pembebanan Ganti Rugi dengan dokumen pendukung berupa Surat

Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2l Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(l) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan

aset yang bersangkutan.

(21 Ke{asama Pemanfaatan (KSP}

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada

saat pe{anjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang

paling objektif atau paling berdaya uji.
(3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BO1)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh

pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun

aset BGS tersebut.

(4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTQ

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu

sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah

dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
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3) Aset Tidak Bernrrjud

(1) Prinsip Umum

ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB

didasarkal pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (trcitage assets) tidak diharuskan

untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah

tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya

dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

(2) Pengukuran Awal Perolehan

- Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya

perolehan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap

untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari

perolehan ATB.

Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk

masing-masing aset, yaitu dengaa mengalokasikan harga gabungal

tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset

yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah

dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikal secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut

dapat beke{a untuk penggunaan yang dima-ksudkan.

Pertukaral

Perolehan ATB dar-i pertukaran aset yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah Provinsi dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka

hal ini mengindikasikarr bahwa pos yang dipertukarkan tidak

mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar

aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Kerjasama
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ATB dari hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan

pihak lain disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat

pada entitas yalg menerima ATB tersebut sesuai dengaa perjanjiaa

dan/ atau peraturan yang berlaku.

- Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai

wajar pada saat perolehan.

- Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya

hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat

pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang

meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut

memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan

ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

(3) Pengukuran Setelah Perolehan Awal

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat

diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran

tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud selama memenuhi

kriteria pengakuan ATB. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat

diakui sebagai ATB.

4l Aset Lain-lain

Salah satu yang ternasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset

tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah daerah direklasilikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai

tercatat/ nilai bukunya.

Penghentian ATB

Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan (dijual; dipertukarkan;

dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah) atau ATB tersebut

tidak lagi memitiki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya (ketinggalan jaman; tidak sesuai dengaa

kebutuhan organisasi yalg makin berkembang; rusak, atau masa kegunaannya

telah berakhir).

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena

dipindahtangankan maupun karena berakttirnya masa manfaat/tidak lagi

merniLiki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan

harus dihentikan dan diproses penghapusalnya.

Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui delisit

penghentian ATB sebesar nilai tercatat neto.
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Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan

cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum

seluruh nilai buku ATB yang bersangkuta.n habis diamortisasi, maka selisih

antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait

diperlakukan sebagai surplus atau defrsit non operasional. Penerimaal kas dari

penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Rea-lisasi

Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional

selama masa manfaatnya. ATB yang diamortisasi adalah ATB yalg memiliki

umur manfaat terbatas, seperti paten, hak cipta, wara.laba selama masa manfaat

atau masa secara hukum m€rna yang lebih pendek.

Metoda amortisasi adala-h metoda garis lurus.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas diasumsikan bemilai

nihil.

Untuk Aset Tak Berwujud yang Umur Ekonomisnya tidak dapat diidentifikasi,

maka Tidak ada Amortisasi.

PEIVYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-

kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebij akan Akuntansi untuk aset Lainnya;

2l Besaran dan rincian aset lainnya;

3) kebijalan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

4l kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan

BTO);

5) informasi lainnya yang penting.
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DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerinta-h.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjarnan dari masyarakat, lembaga

keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

2l Perikatan dengan pegawai yang beke{a pada pemerintah.

3) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajibal tunjangan, kompensasi,

ganti rugi, kelebihan setora-n pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi

pendapatan ke entitas lainnya.

4l Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

KLASIFIKASI

Kewqiiban diklasifrkasikan menjadi:

1) Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Kewajiban Jangka Panjang, yaitu semua kewajiban lainnya di luar

kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di

PPKD. Namun, suatu entitas pelaporaa tetap mengklasifikasikan kewajiban

jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk

diselesaikan dalam waktu t2 (dua belas) bulan setelah tanggal peiaporan

jika:

(1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)

bulan;

(21 Entitas bermaksud mendanai kembali (refinonce) kewajiban tersebut

atas dasar jangka panjang; dan

(3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu pe{anjian

pendanaan kembati lrefinoncingl, atau adanya penjadualal kemba-li

terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan

disetujui.

1) Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utaltg PFK);

(2) Utang Bunga;

(3) Baeian Lancar Utang Jangka Panjang;

(4) Pendapatan Diterima Di Muka;

(5) Utang Belanj a; dan

(6) Utang Jangka Pendek Lainnya.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.11

KEWAJIBAN
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Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang perhitungan pihak ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yartg

timbul dari pemotongan ya.rrg dilakukan oleh entitas dari kegiatan/ transaksi

yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), terdti dari :

1) Utang Taspen;

2l Utang Askes;

3) Utang PPh Pusat;

4l Utang PPN Pusat; dan

5) Utang Perhitungan Pihak Ketiga lainnya.

2l Kewajiban jangka panjang terdiri dari :

(l) Utang dalam negeri;

Utang dalam negeri adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah yaitu antara tain dari kegiatan penerbitan obligasi

daerah, atau utang jangka panjang kepada pihak lain di dalam negeri.

(21 Utang Luar Negeri; dan

(3) Utang j angka panjang lainnya.

PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat :

(1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

(2\ Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan

pemerintah daerah; atau

(3) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

1. Transaksi dengan pertukaran (exchnnge transactionsl

2. Transaksi tanpa pertukar arr lNon-Exchange transactions) sesuai hukum yalg

berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai

dengan saat tanggal pelaporan; dan

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah lGouernment- Related Euentsl

Pengakuan Kewajiban/Hutang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada

Pemerintah Daera-h Kabupaten/ Kota dilakukan apabila ada dokumen sumber

yang legal dan nilai valid. Sedangkan untuk pengakuan utang Bantuan

Keuangan/Hibah/Baltuan Sosial tidak diakui utang dikarenakan apabila

sampai dengan akhir tahun anggaran tidak direalisasikan, maka tidak

menjadi kewajiban daerah untuk merealisasikan di tahun mendatalg.

13.3
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PENGUKURAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nomina.l yang mencerminkan nilai kewajiban

pemerintah daerah pada saat pertama kali tralsaksi berlangsung.

PENILAIAN

Kewajiban dinilai sebesar nilai tercatatnya

PEI{YAJIAN

1) Kewajiban disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban, yarrg terdiri

atas:
a) Kewajiban jangka pendek; dan

b) Kewajiban jangka panjang:

2l Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang

belum disetorkan kepada piha,k lain harus dicatat pada lapora,n keuangar

yang masih harus disetorkan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

berkaitan dengan kewajiban, antara lain :

l) Kebijakan akuntansi kwajiban;

2l Jenis transaksi kewajiban;

3) Saldo utang; dan

4l Jangka waktu penyelesaian kew4jiban.

STANDAR JURNAL

Transaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat

terjadinya utalg
Jurnal Neraca

Kas di Kasda

Utang

Jurnal LRA

Perubahan SAL

Penerimaal Pembiayaan-Utang

Utang yang Timbul karena transaksi

bela-nja

J LO Neraca

Beban. .. ..

Utang Belanja....

Jurnal LRA

N/A

xxx

xxx

xxx

Xxx

xxx

xxx
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Utang yartg timbul karena perolehan

Aset Tetap/Aset Lainnya/..

Jurnal LO /Neraca

Aset Tetap-PM

Utang Belanja Moda-l PM

Jurnal LRA

N/A

xxx

Pada saat

pelunasan utang

Jurnal Neraca

Uta-ng

Kas di Kasda

Jurnal LRA

Pengeluaran Pembiayaal-Pelunasan

utang pokok

Perubahan SAL

xxx

xxx

xxx

I
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14.2 KLASIFIKASI

Akun Ekuitas terdiri dari :

1 . Ekuitas;

2. Ekuitas SAL

14.3

14.4

110

XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 12

EKUITAS

DEFINISI

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih anta-ra aset

dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-

LO, SiLPA/ SiKPA, saldo penutupan perubahan SAL, dan perubahan lainnya

seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

PENGAKUAN

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikarr atau penurunan hak pemerintah atas

kekayaan pemerintah, yang diakibatl<an oleh adanya surplus/defrsit-LO,

SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.

PENGUKURAN

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih

pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah daerah pada talggal laporal.

14.5 PENILAIAN

Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/ defrsit-

LO, SiLPA/ SiKPA, saldo penutupan Perubahan SAL dan perubahan iainnya.

11.6 PEI.IYAJIAN

Ekuitas disajikan pada neraca dalam kelompok ekuitas.

PENGUNGKAPAN

1) Kebijakan akuntansi ekuitas;

2l Nilai awal ekuitas;

3) Surplus/defrsit-LO padaperiode bersangkutan;

4\ Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan

5) Nilai akhir ekuitas.

74.7



14.8 STANDARJURNAL

Transaksi
Jurna.l
Standar Jurnal Debit Kredit

Pada saat terjadi
penambahan
ekuitas dari
surplus-LO

Surplus - LO

Ekuitas

xxx

xxx

Pada saat te{adi
pengurangan
ekuitas dr defrsit-
LO

Ekuitas

Defisit - LO

xxx

Pada
penambahan
ekuitas SAL
SiLPA

saat

dari

SiLPA

Ekuitas SAL

xxx

xxx

Pada saat
pengura-ngan
ekuitas SAL dari
SiKPA

Ekuitas SAL

SiKPA

xxx

xxx

Pada saat
pengurangan
ekuitas dari
penutupan
Penlbal"al SAL
yang bersaldo
debit

Ekuitas

Perubahan SAL

xxx

Transaksi Jurna-l
Standar Jurnal Debit Kredrt

Pada saat
penambahan
ekuitas dari
penutuparl
Perubahan SAL
yang bersa,ldo
Kredit.

Perubahan SAL

Ekuitas

xxx

xxx

Pada saat terjadi
koreksi (terjadi
koreksi
penambahan nilai
persediaan setelah
lap.keuangarr
diterbitkan)

Persediaan
Ekuitas

xxx
xxx

111
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XV KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 13

PENDAPATAN - LO DAN PENDAPATAN _ LRA

15.1 DEFINISI

Pendapatal LO adalah hak Pemerintah Daera-h yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

Pendap atarr LRA adalah semua penerimaarr Rekening kas umum daerah yalg

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yartg

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dal tidak perlu dibayar

kemba-li oleh Pemerintah Daerah.

KLASIFIKASI

Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah;

2l Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer); dan

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengal tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperlual Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran ralqzat.

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat terdiri dari:

(l) Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau

penguasaan kendaraan bermotor;

(21 Bea Ba-lik Nama kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan

bahan bakar kendaraan bermotor;

(41 Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/ atau

pemanfaatan air permukaan ;

(5) Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

pemerintah;
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2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah adalah pendapatan dari pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Retribusi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Ba-rat terdiri dari:

(l)Retribusi Jasa Umum

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

(21 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

(3) Retribusi Pelayanan Pendidikan.

(2)Retribusi Jasa Usaha

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaal Daerah;

(21 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

(3) Retribusi Tempat Rekreasi darr Olahraga;

(4) Retribusi Penyeberangan di Air; dan

(5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3)Retribusi Perizinan tertentu

(1) Retribusi Izin Trayek;

(21 Retribusi Izin Usaha Perikanan;

(3) Retribusi Izin Mempeke{akan Tenaga Asing.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yalg Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaal daerah yang dipisahkan merupakan

laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah

yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat yang sah terdiri atas:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkal;

2l Penerimaan Jasa Giro;

3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);

4l Pendapatan Denda Pajak;

5) Pendapatan dan Pengembalian dari SKPD;

6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;

7l Pendapatan dan Pemaafaatan Kekayaal Daerah;

8) Penerimaan Setoran dari Lembaga lain; dan

9) Pendapatan Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
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B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yaitu dana yalg bersumber dari penerimaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dia-lokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah.

Pendapatan transfer terdiri dari:

1) Bagr hasil pajak dan bukan pajak;

2) Dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengantujual pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah

untuk mendalai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksarraan

Desentralisasi;

3) Dana alokasi khusus, yaitu da:na yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepadaDaerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yangmerupakan urusan Daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional;

4) Dana Penyesuaian; dan

5) Dan Lain-lain Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Dala Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah.

Darta perimbangan terdiri dari:

l) Bagi hasil pajak dan bukan pajak;

2l Dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan altar-
Daerah untuk mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi.

3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yangmerupalan urusan Daerah dan sesuar

dengan prioritas nasional.

C. Lain{ain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Lain-

lain Pendapatan yang sah terdiri atas:

1) Pendapatan Hibah;

2) Dana Darurat; dan

3) Pendapatan Lainnya.
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PENGAKUAN

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) Timbulnya hak atas pendapatan;
2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di
Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas
yang diterima oleh entitas.

Pengakuan Pendapatan untuk masing-masing klasifikasi pendapatan
adalah sebagai berikut:
a) Pendapatan Pajak Daerah

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment
sAstem diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara
Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah tanpa didahului
dengan penerbitan ketetapan oleh Pemerintah Daerah.
Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sell
assessmenf sAstem antara lain bukti pembayaran yang telah
dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Pungut kepada Bendahara
Penerimaan atau ke Rekening Kas Umum Daerah.

- Pengakuan Pendapatan Pajak-LO yang dipungut dengat official
assessmenf systemdiakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada
saat diterbitkan surat ketetapan atau putusan pengadilan yang
mengakibatkan kurang bayar yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracth) yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib
Paj ak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumen sumber pencatatan pajak-Lo dengan official assessment
sAstem antara lain ketetapan secara manual maupun secara
elektronik yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.

- Pendapatan-LO Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui pada saat timbulnya hak
yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- Pendapatan-LO Pajak Air Permukaan diakui pada saat diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- Pendapatan-LO Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada
saat terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPIPD) dan/atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

- Pendapatan-LO Paj ak Rokok diakui pada saat kas diterima oleh
Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan
penyesuaian untuk mengakui pendapatan lebih/dan atau kurang
salur apabila Peraturan Menteri Keuangan Kurang/ Lebih Salur
sudah terbit;
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b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Pendapatan Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
1). Retribusi jasa umum

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi
penerimaannya kecil dan/atau kebijakan nasional/daerah
menetapkan untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-
cuma.

2). Retribusi jasa usaha
Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang
meliputi:
(a) pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
(b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan

secara memadai oleh pihak swasta.
3). Retribusi perizinan tertentu

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan
tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada prinsipnya pendapatan retribusi daerah diakui pada saat
diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau pada saat
pendapatan direalisasikan;
Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Retribusi-LO antara lain
ketetapan secara manual maupun secara elektronik yang diterbitkan
oleh Satuan Perangkat Daerah Penghasil.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
diakui berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada
pemegang saham;

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO diakui pada saat diterbitkan
surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat
penagihan atau pada saat diterimanya aliran masuk sumber daya
ekonomi ke entitas;

e) Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas diterima oleh Rekening
Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian untuk
mengakui pendapatan lebih/dan atau kurang salur apabila Peraturan
Menteri Keuangan Kurang/Lebih Salur sudah terbit;
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f) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui pada saat kas diterima
di Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Hibah dari
Pemerintah diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim
pembayaran dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat serta telah
ditetapkan jumlahnya.

Koreksi dan Pengembalian Pendapatan-LO
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurrirLgl atas

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurringl
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recuning)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Diterima di rekening kas umum daerah;
2) Diterima oleh bendahara penerimaan; atau
3) Diterima oleh entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Koreksi dan Pengembalian Pendapatan-LRA
- Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recttrring\

atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun
pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-
LRA.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-reanrringl
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada
periode yang sama.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-reanrringl
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

PENGUKURAN

1) Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung

pendapatan berdasarkan azas bruto.

2l Pendapatan-LRA diukur dengal menggunakan nilai nominal kas yang

masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa

dikurangkan/dikompensasikan dengarr belanja yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut.
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PENILAIAN

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dinilai sebesar nilai tercatat

PENYAJIAN

l) Pendapatan LO disajikan pada Laporal Operasional berdasarkan klasifrkasi
sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LRA disajikal pada Laporan Realisasi Anggaral dalam mata
ualg rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata
uang asing, maka penerirnaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

1) Kebijatanakuntansi.

2) Dasar hukum.

3) Jenis pendapatan.

4l Jumlah pendapatarr.

5) Penerirnaan pendapatan tahun berkenaan setelah tangga-l berakhirn5ra

tahun anggaran.

6) Penjelasan mengenai pendapatal yang ada pada tahun pelaporan yang

bersangkutan te{adi hal-hal bersifat khusus.
7l Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan

daerah.

8) Konversi yang harus dilakukat akibat perbedaan klasifikasi akun
pendapatan LRA dari berbagai peraturan yang mengatur BAS.

9) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15.8 STANDARJURNAL

\ Standar Jurnal Debit

Dr. Kas di Bend Penerimaan

Cr. Pendapatan Paj ak Daerah-LO

xxx

xxx

Dr. Perubahan SAL

Cr. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

xxx

xxx

a Mencatat Pendapatal pajak daerah dengan mekanisme Sef
Assessment pada saat diterima SPI dari wajib pajak

xxx

xxx

b. Mencatat Pendapatan pajak daerah dengan nekarrisr,;e Olficiat

Assessment pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

diterbitkan

15.7

Kredit

1.

Dr. Piutang Paj ak Daeral

Cr. Pendapatan Pajak Daerah-LO
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Dr. Kas di Bendahara Penerimaan/

Kas di Kasda

Cr. Piutang Pajak Daerah-LO

xxx

xx)i

C Mencatat pelunasan Piutang pajak daerah

Dr. Kas di Bendahara Penerimaan

Cr. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

xxx

xxx

Dr. Perubahar SAL

Cr. Pendapatan Retribusi Daera-h-LRA

xxx

xxx

d. Mencatat Pendapatan retribusi daerah pada saat kas diterima

dari wajib retribusi

Dr. Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Cr. Pendapatan Hasil pengelolaan

Kekayaan daerah yang dipisahkan

xxx

xxx

e Mencatat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan pada saat pengumuman dividen oleh BUMD

2.
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\ Standar Jurna-l Debit Kredit

4 Dr. Kas di Bendahara Penenmaan

Cr. Lain-lain PAD yang sah-l,O

xxx

xxx

Dr. Perubahan SAL

Cr. Lain{ain PAD yang sah-LRA

xxx

xxx

f. Mencatat Lain-lain PAD yang sah pada saat kas diterima

J Dr. Piutang Pendapata,n Dala Perimbangan

Cr. Pendapata-n Dana Perimbangan

xxx

xxx

Mencatat Dana perimbalgan pada saat diterimanya SK
mengenai masing-masing dana perimbangan tersebut

Dr. Kas di Kasda

Cr. Piutang Dana Perimb angart

xxx

xxx

h. Mencatat pelunasan Piutang Dala Perimbangan

6 Dr. Piutang Pendapatan Dana Penyesuaian

Cr. Pendapatan Dana Perimbangal

xxx

xxx

1 Mencatat Pendapatan dana penyesuaian pada saat SK diterima

Dr. Kas di Kasda

Cr. Fiutang Dana Penyesuaian xxx

j. Mencatat pelunasan Piutang da-na penyesuaian

Dr. Kas di Kasda

Cr. Lain lain Pendapatan yang sah-LO

xxx

xxx

Dr. Perubahan SAL

Cr. Lain lain Pendapatan yang sah-LRA

xxx

xxx

k. Lain-lain pendapatal yang sah diakui pada saat kas diterima di

kas daerah

6
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XVI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.14

BEBAN DAN BETANJA

DEFINISI

Beban adalah penuruna.n manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yzrng menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaral atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

menguralgi Saldo Anggaran t ebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

KLASIFIKASI

Beban terdiri atas :

a. Beban Operasi

1) Beban Pegawai;

2l Beban Persediaan;

3) Beban Jasa;

4\ Beban Pemeliharaan;

5) Beban Pe{alanan Dinas;

6) Beban Bunga;

7l Beban Subsidi;

8) Beban Hibah;

9) Beban Bantuan Sosial;

1O) Beban Penymsutal dan Amortisasi;

11) Beban Penyisihan Piutang;

12) Beban Tranfer; dan

13) Beban Lain-Lain.

Penjelasal untuk beban-beban tersebut adalah sebagai berikut :

Beban Bunga

1) Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk

pembayaran bunga yang dilakukarr atas kewajiban penggunaan pokok

utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan

pinjaman dan hibah seperti biaya ammitment fee dal biaya denda.

2l Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.

Beban bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh

tempo.



3) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

Meskipun demikian beban bunga seharusnya dihitung berdasarkan

akumulasi seiring dengan berjalalnya waktu, misalnya untuk keperluan

pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya

dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi

dasar pengenaan bunga.

Beban Subsidi

1) Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang

diberikan pemerintah daerah kepada perusa-haal daerah, lembaga

pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor

barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka

memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau

masyarakat.

2) Beban subsidi meliputi beban subsidi kepada Pemerintah daerah lain dan

beban subsidi kepada perusahaal. Beban subsidi diakui saat ketika SP2D

atas beban ini sudah diterbitkan.

Beban Hibah

1) Beban hibah ada-lah beban pemerintah daerah da-lam bentuk uang/bararg

atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaal daerah,

masyarakat dal organisasi kemasyarakatan, bersifat wajib dan tidak

mengikat.

2l Beban hibah meliputi beban hibah kepada pemerintahan daerah lainnya,

beban hibah kepada pemerintah desa, beban hibah kepada perusahaan

daerah/BUMD, beban hibah kepada badan/lembaga/orga-nisasi swasta,

beban hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan, beban hibah

kepada satuan pendidikan dasar.

Beban Bantuan Sosial

Bantuan sosia-l adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada

masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban bantuan sosial meliputi beban bantuan sosial kepada orgalisasi sosial

kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan beban

bantuan sosial kepada anggota masyaralat.

Beban Penyusutan dal Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.
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Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar

prosentase tertentu dari akun Piutang terkait ketertagihan Piutang.

Beban Transfer

Beban transfer adalah beban yang berupa pengeluaran uarrg atau kewqjiban

untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporal

lain yang diwajibkan oleh peratural perundang-undangan.

Beban transfer meliputi bagi hasil pajak, bagr hasil pendapatan lainnya, bantuan

keuangan pemerintah daerah lainnya, barrtuan keuangan ke desa, dan bantual

keuangal lainnya.

Belanja diklasifikasikal menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan
fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan yang didasarkan pada jenis beianja untuk

melaksanakan aktivitas. Klasifrkasi ekonomi meliputi:

. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun

barang yalg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangal yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh Pemerintah Daerahan yang belum berstatus PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerj aan yang

berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanj a Pegawai adalah gaji dan

tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang

berhubun gan dengan pegawai.

. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelial barang dart

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dal jasa yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dima-ksudkan untuk

diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalalal.

Belanja baralg dapat dibedal<an menjadi:

1) Belanj a barang dan jasa, merupakan pengeiuaran yang anta-ra lain

dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan

barang yarrg habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian

inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lainJain pengeluaran untuk

membiayai peke{aan yang bersifat non-fisik dan secara langsung

menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris

kantor yalg nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum

yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti

pengeluaran untuk biaya pelatihan dal penelitian.
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2\ Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk

mempertahalkan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja

Belalj a pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah,

pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraart

bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan

irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pemerintahan.

3) Belanja Perjalanan Dinas, merupakal pengeluaran yalg dilakukan untuk

membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

j abatan.

Belanj a modal

Belanj a modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi antara lain belanja modal untuk perolehal tanah, gedung darr

bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga

(interestl atas kewajiban penggunaan pokok utang Qtincipal outstanding) yang

dihitung berdasarkal posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panj ang.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada

perusahaal/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi

agar hargajual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hibah

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus-menefl,ls.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial ada-lah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer

uarrg atau baralg/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari

kemungkinan terj adinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan

kepada anggota masyarakat dal/ atau iembaga kemasyarakatan termasuk

didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan

keagamaan. Belanja Bantuan Sosiat adalah pengeluaran Pemerintah Daerah

dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

peningkata-n kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan

selektif.
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Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang,

barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah

lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuaa keuangan.

Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undan gan.

. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adala-h pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa da:n tidak diharapkal berulang seperti penalggulangan bencala

alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifrkasi berdasarkan unit organisasi

pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain:

1) Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

2) Sekretariat Daerah;

3) Dinas/ Badan; dan

4) Lembaga Teknis Daerah.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasilikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi

utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaral untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari Pemerintah Provinsike

Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten.

16.3 PENGAKUAN

1) Pengakuan atas beban terdiri dari :

(1) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, te{adi konsumsi aset,

atau terl'adinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(2\ Saat timbulnya kewajiban adalah saat te{adinya peralihan hak dari

pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas

umum daerah.

(3) Te{adinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak

lain yalg tidak didahului timbulnya kewajiban dan / atau konsumsi

aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
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(4\ Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

bersangkutan/ berlalunya waltu.

berdasarkarr klasifikasi

saat

aset

2) Pengakuan atas Belanja:

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan

terjadi pada saat pertanggungjawabal atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Pengguna Anggaran.

16.4 PENGUKURAN

1) Pengukuran atas beban terdiri dari :

(1) Beban dicatat sebesar bebal yang terjadi selama periode pelaporal

(21 Beban penl'usutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya

perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung

dengan metode penJrusutan garis lurus (straight line method)

2l Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum da-lam dokumen

pengeluaran yang sah.

16.5 PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumuiasi beban yang terj adi selama satu periode

pelaporan

Belalja dinilai sebesar nilai tercatat

16.6 PEI{YAJIAN

1) Beban dis4jikan pada Laporan Operasional

ekonomi, yaitu:

(1) Beban Pegawai;

(2) Beban Persediaan;

(3) BebanPemeliharaaa;

(4) Beban Pe{alanan Dinas;

(5) Beban Bunga;

(6) Beban Subsidi;

(7) Beban Hibah;

(8) Beban Bantuan Sosial;

(9) Beban Penyusutan dan Amorlisasi

(10) Beban Penyisihan Piutang;

(11) Beban transfer; dan

(12) Beban Lainlain.
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2\ Penyqiian atas Belanja terdiri dari :

(1) Belalja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

{2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas

atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluara-n tersebut

dijabarkan dan dinyatakal da-lam mata uang rupiah. Penjabaran mata

uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

1) Hal-ha1 yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

berkaitan dengan Beban, antara lain :

(1) Kebijakan akuntansil

(2\ Dasar hukum;

(3) Jenis Beban;

(4) Jumlah Beban;

(5) Pengeluaran beban tahun berkenaan setela-h tanggal berakhirnya

tahun anggaran; dal
(6) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

(1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

tahun anggaran.

(2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.

(3) Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun

belanja dari berbagai peraturan yang mengatur BAS.

(4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

(5) Pengeluaran Belalja Jasa Konsultan Perencana berupa Detail

Engineering Design diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan.

16.8 MAPPING KODERING BELANJA MENJADI BEBAN

NO BtrLANJA (LRA) BEBAN (LO)

BELANJA PEGAWAI

1 Belanja Gaji dan T\rnjangan Beban Gaji dan Tunjangan

2 Belanja Tambahal Penghasilan PNS Beban Tambahan Penghasilan PNS

Biaya Pemungutal Pajak Beban Pemungutan Pajak Daerah

Bebarr Pemungutal Retribusi
Daerah
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Beban Insentif
Daerah

Pajak
Insentif Pemungutan Paj ak

Retribusi Daerah
Insentif Pemungutal

5 Pemungutan Retribusi

Beban Gaji dan Tunjangan DPRDGaji dan Tunjangan DPRD6

Beban Penerimaan lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD7

Belanj a Penerimaan Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD

Beban Gaji dan Trrnjangan
Gubemur/Wakil Gubernur8

Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil
Gubemur

Beban Penerimaan Lainnya
Gubernur / Wakil Gubernur

Belanja Penerimaan Lainnya
Gubernur/Waki1 Gubernur

Beban Tunj angan dan Tambahan
Penghasiian Guru10

Tunjangan dan Tambahan
Penghasilan Guru

Beban Honorarium PNS Provinsi11 Honorarium PNS Provinsi

Beban Honorarium PNS Non
Provinsi72 Honorarium PNS Non Provinsr

Non PNSHonorarium Non PNS

Upah Harian

Bebal Pegawai Dana BOSBelanja Pegawai Dana BOS15

4

9

13

Beban Upah Harian74

BELANJA BARANG DAN JASA

BEBAN PERSEDIAAN - Bahan pakai
Habis76 Belanj a Bahan pakai Habis

BEBAN PERSEDIAAN - Bahan/
M aterialBelanja Bahan I Material17
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BEBAN JASA - Jasa KantorZJ Belanja Jasa Kantor

BEBAN JASA - Premi Asuransr24 Belanja Premi Asuransi

Rumah / Gedung/ Gudang/ Parkir
BEBAN JASA - Sewa

25
Belanja Sewa
Rumah / Gedung/ Gudang/ Parkir

BEBAN JASA - Sewa Sarana
Mobilitas26 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

BEBAN JASA - Sewa Alat BeratBelanj a Sewa AIat Berat27

BEBAN JASA - Sewa Perlengkapan
dan Pera-latan Kantor28

Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

BEBAN JASA - Jasa Konsultasi29 Belanja Jasa Konsultansi

BEBAN JASA - Beasiswa
Pendidikan PNSBelanja Beasiswa Pendidikan PNS30

18 Belanj a Cetak dan Penggandaan
BEBAN PERSEDIAAN - Cetak dan
Penqqa.ndaan

19 Belanja Makanan dan Minumal BEBANPERSEDIAAN Makanan
dan Minuman

BEBAN PERSEDIAAN - Pakaian
Dinas dan Atributnva19 Belanja Pakaial Dinas dan Atributnya

BEBAN PERSEDIAAN - Pakaian
Keria20 Belanja Pakaian Kerj a

2l Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu

BEBAN PERSEDIAAN - Pakaian
khusus dan harihari tertentu

BEBAN PERSEDIAAN-
Uang/Barang utuk diberikan
kepada Pemenang
Perlombaan / Kompetisi/ Kej u araan

22
Belarja Uang/Barang untuk
diberikan kepada Pemenang
Perlombaan / Kompetisi/ Kejuaraan
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31
BEBAN JASA - kursus, pelatihan,
sosia.lisasi dan bimbingan teknis
PNS

32 Belanj a Ganti Rugi Lahan BEBAN JASA- Ganti Rugi Lahan

33 Belanj a Perawatan Kendaraal
Bermotor

BEBAN PEMELIHT{R.i6uU{ -
Perawatan Kendaraan Bermotor

34 Belanja Pemeliharaan BEBAN PEMELIHARAAN -
Pemeliharaan

35
Belalj a Pemeliharaal Jasa
Konstruksi

BEBAN PEMELIHARAAN.
Pemeliharaan Jasa Konstruksi

Belanj a kursus, pelalihan, sosia-lisasi
dan bimbingan teknis

36
BEBAN PERJALANAN DINAS -
Perj alanan Dinas PNS Prorinsi

Belanja Perjaianan Dinas PNS
Provinsi

JI
Eelanja Pe{alanan Dinas PNS Non
Provinsi

BEBAN PERJALANAN DINAS -
Belarrja Perjalanan Dinas PNS Non
Provin si

38 Belanja Perjalanan Dinas Non PNS
BEBAN PERJALANAN DINAS.
Belanja Perjalanan Dinas Non PNS

39 Belanja Perjalanan Pindah Tugas
BEBAN PERJALANAN DINAS -
Belanja Perjalanan Pindah Tugas

4A Belanja Pemulangan Pegawai
BEBAN PERJALANAN DINAS -
Belanj a Pemulangan Pegawai

4l Belanja TPHD
BEBAN PERJALANAN D]NAS -
TPHD

Belalrja Bantuan Sosial Barang Beban Bantual Sosial42
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BEBAN BungaBelanj a Bunga44

Beban Transfer49 Transfer

16.9 STANDARJURNALUNTUKBEBAN

Transaksi Jurna]

Standar Jurna.l Debit Kredit

Pada saat terjadinya

beban

Beban ... .

Utang/Kas di Kas

Daerah/Kas di

Bendahara pengeluaran

xxx

xxx

Persediaan

Beban Persediaan

xxx

xxx

Uurna-l untuk pengaluan/penyesuaian adanya

persediaan yang sebelumnya dicatat sebagai beban

persediaan)

Pada akhir peitode

pelaporan:

Beban penyusutal / amortisasi

Akumulasi

peny'usutan/ arnortisasi

xxx

xx-x

(untuk beban penyr:sutan/amortisasi)

43 Belanja Hibah Barang/Jasa BEBAN HIBAH - Hibah
Jasa

BebanSubsidi45 Belanja Subsidi

Beban HibahBelanja Hibah46

Bebaa Baltuan SosialBelanja Bantuaa Sosial47

Beban Lain-lain48 Belanja Tidak Terduga

Pada akhir periode

pelaporan:
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16. 1O STANDAR JURNAL UNTUK BELANJA

Transaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredit

Pelaksanaan belanja

dengan menggunakan

uang persediaan yang

sebelumnya dicairkan

mela-lui SP2D

UP/GU/TU

Belanja

Perubahan SAL

xxx

xxx

Pelaksanaan belanja

dengan menggunakan

SP2D LS

Belanja

Perubahan SAL

xxx

xxx

Beianja modal

menggunakan

persediaan

yang

uang

Belanj a Modal

Perubahan SAL (xx

Belanja modal dengan

menggunakan SP2D LS

Belanja Modal

Perubahan SAL xxx

Belanja LS Gaji di

SKPD

Belanja Gaji dan T\rnjangan

Tunjangan Keluarga

Tunj algan Fungsional Umum

Perubahan SAL

x)o(

xxx

x)o(

xxx



XVII KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.15

PEMBIAYAAN

17.7 DEFINISI

Pembiayaan merupalcan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang periu dibayar atau akal diterima

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan

untuk menutup defrsit dan atau memalfaatkan surplus anggaran.

t7.2 KLASIFIKASI

Pembiayaan dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan.

a) PenerimaanPembiayaan

Penerimaan pembiayaal merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negpra/Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan

pembiayaal terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

2) Pencairan Dana Cadangan

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4) Pinj aman Dalam Negeri

5) Penerimaan Kembali Piutang

6) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

7) Penerimaan Kembali Investasi Permanen/ Penyertaan Modal

8) Pinjaman Luar Negeri

9) Penerimaa-n Utang Jangka Panjang Lainnya

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum

Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggzrarl'

Pengeluaral pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1) Pembentukan Dana Cadangan

2l Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

3) Pembayaran Pokok Utalg

4l Pemberian Pinjaman Daerah.

5) Pengeluaran lnvestasi Nonpermalen Lainnya

17.3 PENGAKUAN

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah kecuali untuk SiLPA

2l Pengeluaran pembiayaarr diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah.
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t7.4 PENGUKURAN

Akuntalsi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaal bruto, dal tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

t7.5 PENILAIAN

Pembiayaarr dinilai sebesar nilai tercatatnya.

t7.6 PEI..IYAJIAN

Pembiayaan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaral.

1.7.7 PENGUNGXAPAN

Hat-hal yang perlu diungkapkan sehubungan pembiayaan antara lain:

1) Kebijakan Akuntansi untuk pembiayaan;

2l Penerimaan dan pengeluatan pembiayaan ta-hun berkenan setelah tanggai

beralhirnya tahun anggaran ;

3) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian

pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadalgan penjualan aset daeraL

yalg dipisahkan, penyertaan moda-I pemerintah daerah;

4l Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun

pembiayaan dari berbagai peraturan yang mengatur BAS; dan

5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

17.8 JURNAL STANDAR

Transaksi Jurnal

Standar Jurnal Debit Kredit

Penerimaal

cadangan

dana 1 Perubahan SAL

Pembiayaan Penerimaan

- Dana Cadangan

xxx

xxx

2 Tidak diperlukan lagi jurna-l corola5z

Hasil penjualan

kekayaan daerah

yang dipisahkan

1 Perubahan SAL

Pembiayaan Penerimaan

- hsl penjualan

kekayaan daerah Yg

dipisahkan

xxx

xxx

2 Tidak diperlukan lagi jurnal corolary

Penerimaal

pinj aman daerah

(contoh dari dalam

negeri perbankan)

1 Perubahan SAL

Pembiayaan Penerimaan

- pinj aman dalam negeri

xxx

xxx

2 Tidak diperlukan lagi jurnal coroiar5r

Penerimaan kembali I Perubahan SAL xxx

I
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pemberian pinjaman Pembiayaan

Penerimaan-Penerimaan

Kembali Pinjamaa

Daerah xxx

2 Tidak diperlukan lagi jurnal corolar5r

Penerimaan kembali

pemberitahuan

pinjamal

1 Perubahan SAL

Pembiayaan Penerimaal

- Penerimaan Piutang

Daerah

xxx

xxx

2 Tidak diperlukarr lagi jurnal corola{r
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XVIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 16

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

DEFINISI DAN ISTILAH

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan

pengertian :

I) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidal< sesuai

dengan yang seharusnya yang mempenga-ruhi laporan keuangaa periode

be{ alan atau periode sebelumnya.

2l Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak
akan teq'adi kembali.

3) Kesalahan yang berulang dan sistemik ada-lah kesalahan yang disebabkan

oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang

diperkirakan akan terjadi berulang.

4l Koreksi adala-h tinda-kal pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yalg seharusnya.

5) Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi

tertentu yang berakibat pelepasal atau penghentian suatu fungsi, program,

atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan

tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan lain.

6) Perubahan Estimasi ada-lah revisi estimasi karena perubahan kondisi yalg
mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,

pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

7\ Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka

laporan keuangan.

KLASIFIKASI

l) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis:

(1) Kesalahan yang tidak berulang;

(2\ Kesa-lahan yang berulang dan sistemik;

2\ Kesa,lahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan tedadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

(1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode be{alan;
(21 Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

3) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesa-la-han yarrg disebabkan

oleh sifat a-lamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang

diperkirakal akan terjadi berulang. Contohnya adala.l. penerimaan pajak

dari wajib paj ak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukart

restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib paj ak.
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PENCATATAN KOREKSI KESALAHAN

1) Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

2l Koreksi kesa-lahan yang tidak berulang yang te{adi pada periode be{alan,

baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan

pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik

pada akun pendapatan-LRA,atau akun belanja, maupun akun pendapatan-

LO atau akun beban.

3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengaa pembetulan pada

akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun

belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

4l Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu

terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas ta-hun be{alan

pada aktivitas yang bersangkutal.

5) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

18.4 PERUBAHAN KEBIJAKANAKUNTANSI

1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas

pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keualgan,

kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yaltg

digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi

sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapita-lisasi,

metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

3) Suatu perubahan kebij akan akuntansi harus dilakukan hanya apabila

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yalg

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akalr

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau

arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan

keuangan entitas.

4l Perubahan kebij akan akuntansi tidal< mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang

secara substansi berbeda dari peristiwa atau kej adian sebelumnya;

dan

(21 adopsi suatu kebijatan akuntansi baru untuk kej adian atau transaksi

yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
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5) Timbulnya suatu kebijakan untuk mereva.luasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut

harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan

persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

6) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan

dalam Catatal atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1) Agar memperoleh Laporan Keualgan yang andal, maka estimasi akuntansi

perlu disesuaikan altara lain dengan pola penggunaan, tujua,n penggunaan

aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

2l Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikalr pada

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya

sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat

aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datalg

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak

memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkar

pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh

peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor

terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

2l Informasi penting dalam operasi yang tidak dila-njutkan - misalnya hakikat

operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif

penghential, cara penghentian, pendapatan dal beban tahun berjalan

sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau

dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajibal terkait pada

penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan.

3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang

dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun

berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasiyalg

dihentikan tampak pada Laporan Keualgan.

4l Pendapatal dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan,

di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu

berjalan sampai al<hir tahun Laporan Keualgan. Pada umumnya entitas

membuat rencana penghentian, metiputi jadwal penghentian berta-hap atau

sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

18.5
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5) Bukan merupa-kal penghentian operasi apabila :

(1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara

evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand

(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian

kebutuhan lain.

(21 Fungsi tersebut tetap ada.

(3) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,

selebihnya berj alan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,

kegiatal ke wilayah lain.

(4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat

biaya, menjual sarala operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
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KX KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.17

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

DEFINISI DAN ISTILAH

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebij akal akuntansi

dengan pengerLian:

o Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanal Umum Daerah (BLUD) adatah

instansi di lingkungan pemerintah yarrg dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaal barang dan/ atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakal mencari keuntungal dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahal pengguna anggaran / pengguna

ba-ralg dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yalg terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.

o Konsolidasiada-lah proses penggabungal antara akun-akun yang

diselenggara-kan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas peiaporan

lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan

mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu

entitas pelaporan konsolidasian.

. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yalg

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau

entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PEI.IYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

a) Laporan keuangal konsolidasian terdiri dari Laporan Rea,lisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatanatas Laporan Keuangal.

b) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang

sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi

jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

c) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun

timbal balik lreciprocal accountsl. Namun demikian, apabila eliminasi

dimaksud belum dimungkinkan, ma-ka hal tersebut diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Contoh akun timbal balik (reciprocal acaunts) antara lain sisa uang

persediaan yang belum dipertalggungiawabkan oleh bendahara

pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
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ENTITAS AKUNTANSI

a) Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikaa

laporan keuangan sehubungan dengan anggaran / barang yang dikelolanya

yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

b) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menerima

anggar€rn belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang

wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan

laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan

keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit
yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh

entitas pelaporan.

PROSEDUR KONSOLIDASIAN

a) Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara

menggabungkan dan menjumlahkan akun yangdiselenggarakan oleh entitas

akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun

timbal balik.

b) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan

laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris

berada di bawahnya.

PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporal Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas

yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.
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XX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NO.18

KEBIJAKAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PRINSIP DAN KONDISI YANG MELATARBELAKANGI KEBIJAKAN

Sesuai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan,khususnya Prinsip Penyajian

Wajar, Piutang pada dasarnya merupakan hak pemerintah untuk menerima

pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak yang dapat dinilai dengan

uang dan ada.nya kepastial bahwa Piutang tersebut akan diterima. Sedangkan

Piutang yang akan dikenakan kepada wajib PKB memuat ketidakpastian

terhadap subjek dan objek pajakyang sering beralih hak

kepemilikan/penguasaan akibat jual-beli, hibah, waris, penarikan oleh lembaga

pembiayaan (leasing), putusan Pengadilan dan/ atau penetapan hasil lelang

tanpa melakukan pemberitahuan/konfirmasi ke Kantor SAMSAT dan/ atau objek

pajak dalam keadaan rusak berat atau hilang akibat force majeure dan/atau

tindak pidana.

20.1.2. PENGUKURAN
1) Piutang PKB per 31 Desember 2014 dihitung mengguna-kan dasar

pengenaanpajak sesuai tarif dan NJKB tahun 2014.

20.i.3. PEI.{YAJIAN
1) Penyajian Piutang PKB per 3 I Desember 20 14 tidak termasuk sanksi

administrasi.

2l Peny{ian nilai Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 3l Desember 2015

tidak termasuk:

(1) Hasil penelusuran KTMDU dengan kriteria sebagai berikut:

a) Kendaraan hilang (curanmor) dan tidak melapor ke Kepolisian;

b) Kendaraan ditarik leasing dan Lembaga Penjamin;

c) Kendaraan sudah dipindahtangankan;

d) Kendaraan rusak berat;

e) Alamat Wajib Pajak tidak sesuai dengan alamat di SKPD/ STNK

(pindah alamat, tidak dikenat/tidak j elas/ alamat tdk ditemukan;

f) Wajib Pajak tidak merasa memiliki.

(2) Blokir Database atas permohonan wajib pajak.

(3) Kadaluwarsa Pajak (L€bih dari 5 (lima) Tahun).

(4) Penyesuaian/koreksi akibat adanya selisih Perubahan NJKB yang

berlaku.
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PERHITUNGAN AKUMUL"ASI PEI\MJSUTAN ASET TETAP UNTUK ASET TETAP

YANG DIPEROLEH SAMPAI DENGAN TAHUN 2014,

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengal Peraturan

Pemerinta-h Nomor 71 Tahun 2010 untuk pertama kali, perhitungan akumulasi
pen5rusutan aset tetap untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan Tahun

2O14, Perolehannya dihitung dari tsulan Januari Pada Tahun Perolehan, dan nilai
yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan ditambah dengan nilai kapitalisasi
yang telah diatribusikan sampai dengan 31 Desember 2O14.

JAWA BARAT

RIDWAN KAMIL
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